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RINGKASAN

Pembangunan nasional dapat tercapai dengan sempurna apabila manusia,
sebagai salah satu faktor sumber daya utama dalam membangun negara telah
berada pada tingkat kesejahteraan yang merata baik itu dibidang ekonomi maupun
dibidang sosial. Mengenai pemerataan tingkat kesejahteraan tidak berbeda dengan
tingkat kesejahteraan yang harus tercipta dalam lingkungan pekerjaan. Perjanjian
antara keduabelah pihak yaitu pekerja dan majikan selaku yang mempekerjakan
harus terdapat suatu perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut dituangkan
segala bentuk macam peraturan yang berkaitan dengan pekerjaan yang akan
dilakukan, peraturan-peraturan itu harus adil dan berlandaskan pada UUD 1945,
Pancasila dan hukum perburuhan pada khususnya.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimanakah
proses pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) di perusahaan rokok
Djagung Padi Malang, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan
kepada buruh di perusahaan rokok Djagung Padi Malang, serta bagaimanakah
bentuk penyelesaian perselisihan apabila di dalam perjanjian tersebut terdapat
salah satu pihak yang wanprestasi terhadap Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
tersebut,

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skipsi ini adalah tujuan umum
yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Jember dan memberi informasi kepada masyarakat
luas tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. Tujuan khususnya vaitu dapat
terjawabnya permasalahan yang diketengahkan.

Metodologi dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis
normatif didukung dengan fakta empiris. Sumber data yang diambil yaitu sumber
data primer, maksudnya adalah penulis langsung terjun ke lapangan, yaitu
melakukan pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Sumber
data sekunder, yaitu sumber data yang berisi semua peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan literatur-literatur yang diambil dari pakar hukum.
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Berdasarkan pembahasannya maka diperoleh hasil yaitu, tenaga kerja
mempunyai arti yang penting sebagai usaha penunjang untuk berhasilnya
pembangunan nasional. Upaya hukum yang ditempuh seandainya terjadi
perselisihan maka diselesaikan secara damai yaitu melalui jalan musyawarah
untuk mufakat.

Saran-saran yang dapat disumbangkan yaitu, hendaknya antara
pengusaha dan buruh tidak terjadi perselisihan, oleh karena itu hendaklah
pengusaha atau majikan selalu memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya
sehingga prestasi kerjanya dapat membantu meningkatkan kemajuan perusahaan.
Sebaiknya bagi pihak buruh agar selalu memperhatikan dan memahami isi

kesepakatan kerja sebelum menandatangani kesepakatan kerja tersebut,

xiii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

S T —

Mechlie «ic

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini bangsa Indonesia tengah giat-giatnya melaksanakan
pembangunan di segala bidang. Tujuan pembanguran di segala bidang khususnya
dibidang ekonomi dan sosial adalah untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik
secara materiil maupun spirituil. Agar pembangunan dapat berhasil sesuai dengan
apa yang dicita-citakan maka faktor manusia memegang peranan yang sangat
penting.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa
"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.”

Ketentuan tersebut apabila dikaitkan dengan penulisan skripsi ini, dapat kita
lihat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh buruh tidak hanya demi keuntungan
majikan melainkan mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi terhadap buruh itu
sendiri. Maksudnya adalah imbalan yang didapat buruh haruslah sesuai dengan
pekerjaan yang dilakukan.

Suatu bentuk perjanjian diperlukan dalam melakukan kerja sama antara
pihak buruh dan pihak majikan. Hal ini bukan semata-mata untuk melindungi pihak
yang perekonomiannya lemah terhadap pihak yang perekonomiannya kuat, tetapi
untuk mencapai adanya keseimbangan antara kepentingan yang satu dengan
memperhatikan kepentingan yang lainnya schingga masing-masing pihak tidak
merasa dirugikan.

Melihat kenyataan yang ada di lapangan, mayoritas buruh kurang
memperhatikan penerapan perjanjian kerja, padahal ini merupakan pegangan bagi
buruh dalam melakukan hubungan kerja dengan pihak majikan.

Menurut ketentuan buku I1I titel 7A Kitab Undang-undang Hukum Perdata
ataupun didalam peraturan perundang-undangan yang lainnya seperti Undang-
undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan, tidak ada satu pasal
pun yang menyatakan perjanjian kerja itu harus dalam bentuk tertentu. Dalam arti
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kata undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat
perjanjian kerja, dimana bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Kenyataan membuktikan bahwa antara perjanjian kerja vang dilakukan
secara lisan dengan tertulis terdapat suatu perbedaan terhadap kepastien hak dan
kewajiban para pihak. Perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan terjadi
berdasarkan kesepakatan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak. Perjanjian ini
mempunyai kelemahan yaitu apabila salah satu pihak misalnya majikan tidak
menepati apa yang telah disepakati dalam perjanjian, maka pihak buruh tidak bisa
berbuat banyak karena tidak ada bukti-bukti yang kuat dalam mengadukan hak-
haknya kepada pihak yang berwenang. Lain halnya apabila dilakukan secara tertulis
yang segala scsuatunya sudah ditentukan secara jelas di dalam surat perjanjian kerja,
maka pihak buruh mempunyai bukti-bukti yang kuat dalam mengadukan hak-
haknya.

Perjanjian kerja yang merupakan dasar berlakunya hubungan kerja antara
majikan dan buruh mempunyai hubungan yang erat dengan perjanjian perburuhan,
hubungan yang dimaksud disini adalah bahwa perjanjian perburuhan merupakan
aturan dasar bagi perjanjian kerja atau dengan kata lain perjanjian kerja tidak boleh
bertentangan dengan perjanjian perburuhan.

Undang-undang Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan
antara Serikat Buruh dan Majikan. Pasal 1 pengertian perjanjian perburuhan adalah
sebagai berikut :

Perjanjian perburuhan adalah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat
buruh atau serikat-serikat buruh yang telah didaflarkan pada kementrian
perburuhan  dengan majikan, majikan-majikan perkumpulan  atau
perkumpulan-perkumpulan majikan yang berbadan hukum yang pada
umumnya atau semata-mata memuat Syarat-syarat yang harus diperhatikan
dalam perjanjian kerja.
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Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa perjanjian perburuhan
adalah suatu perjanjian yang:
1. Dibuat oleh majikan dengan serikat buruh;
2. Pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat yang harus diperhatikan

dalam perjanjian kerja.

Pengertian perjanjian perburuhan adalah:

Perjanjian perburuhan justru diadakan untuk menetapkan hak dan kewajiban
buruh dan majikan dan secara musyawarah antara kedua belah pihak, serikat
buruh dan majikan. Perjanjian perburuhan adalah hasil runding antara pihak-
pihak yang berkepentingan, sehingga isinya pada umumnya telah mendekati
keinginan buruh atau majikan. Berbeda dengan peraturan majikan dalam
perjanjian perburuhan majikan tidak dapat memasukkan apa saja yang ia
kehendaki untuk menekan atau merugikan buruh (Soepomo, 1987:56).
Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan seperti tersebut di atas,
sangat relevan sekali apabila dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul
“PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
BERKAITAN ADANYA KESEPAKATAN KERJA BERSAMA DI

PERUSAHAAN ROKOK DJAGUNG PADI MALANG.”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalal dan ruang lingkup masalah ternyata

permasalahannya demikian luas, sehingga masih dipandang perlu untuk dirumuskan

saja permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) di
perusahaan rokok Djagung Padi Malang ?

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yeng diberikan kepada buruh di
perusahaan rokok Djagung Padi Malang ?

3. Bagaimanakah bentuk penyelesaian perselisihan dalam hal di dalam perjanjian
tersebut terdapat salah satu pihak yang wanprestasi terhadap Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) tersebut ?
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1.3 Ruang Lingkup

Penulis pada skripsi ini membatasi ruang lingkupnya hanya terbatas pada
hubungan sebab akibat secara keperdataan yang timbul dari adanya perselisihan
dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) yang dibuat para buruh atau serikat-
serikat buruh dan pihak perusahaan rokok Djagung Padi Malang dengan tanpa
mengesampingkan peranan pihak lain yang terkait serta tetap berpegang pada
prinsip-prinsip hukum perburuhan yang diatur dalam tata perundangan yang berlaku.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini mempunyai 2 (dua) kiasifikasi tujuan, yaitu.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akhir dalam rangka penyelesaian
perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember gura memperoleh gelar
Sarjana Hukum.

2. Merupakan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari kuliah yang bersifat
akademis teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

3. Sebagai sumbangsih yang berupa buah pikiran dari penulis kepada masyarakat
pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember
pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu
pengetahuan dibidang hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khususnya adalah :

1. Untuk mengetahui proses pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) di
perusahaan rokok Djagung Padi Malang.

2. Untuk mengetahui benwuk perlindungan hukum yang diberikan kepada buruh di
perusahaan rokok Djagung Padi Malang.

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan bila terjadi
perselisihan akibat wanprestasi yang terjadi terhadap Kesepakatan Kerja Bersama
(KKB) tersebut.
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1.5 Metode Penulisan

Metode sangat diperlukan dalam penulisan suatu karya ilmiah seperti
halnyz skripsi ini, hal ini dimaksudkan agar penganalisaan dapat dilakukan dengan
benar sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang valid. Metode yang digunakan
dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris yaitu
metode penelitian yang menggunakan pendekatan tidak saja pendekatan
vuridis normatif, melainkan juga dengan menggunakan metode yuridis
empiris. Metode yuridis normatif adalah pendekatan dengan menggunakan
ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Metode
yuridis empiris adalah pendekatan masalah dengan menggunakan data yang
didapat langsung dari penelitian di lapangan (Hadikusuma, 1995:60).

1.5.2 Sumber Data
1.5.2.1 Sumber Data Primer
“Sumber data primer adalah sumber data untuk memperoleh data primer

yang diperoleh dengan cara konsultasi, wawancara, dan informasi-informasi dengan
pihak terkait” (Hadikusuma, 1995:65).

1.5.2.2 Sumber Data Sekunder

“Sumber data sekunder diambil dari bahan-bahan kepustakaan yang
meliputi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan masalah yang
akan dibahas, literatur, dan dokumen yang berhubungan dengan pokok
permasalahan” (Hadikusuma, 1995:65).

L5.3 Metode Pengumpulan Data
Guna memperoleh data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah

penelitian perlu digunakan metode yang tepat. Metode pengumpulan data yang
penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
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1.5.3.1 Studi Literatur

Metode pengumpulan data melalui literatur dilakukan dengan cara
mempelajari dan memahami undang-undang, peraturan perundang-undangan,
berbagai literatur dan kebiasaan-kebiasaan yang lazim digunakan sebagai landasan

teori dalam penyusunan skripsi.

1.5.3.2 Wawancara atau Interview

Interview merupakan prosedur pengumpulan data yang diperoleh secara
langsung dengan mengadakan pengamatan, konsultasi dan wawancara dengan pihak-
pihak yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan dapat dijadikan acuan dalam
penelitian ini. Di dalam skripsi ini penulis berorientasi pada keterangan yang
diberikan oleh Bapak Bimo Setiawan selaku Staff personalia perusahaan rokok
kretek Djagung Padi Malang.

1.5.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
deskriptif kualitatif yaitu setelah data hasil penelitian lapangan maupun dari
studi kepustakaan terkumpul, selanjutnya dicari hubungannya dengan teori
yang ada, yang pada akhirnya dituangkan dalam bentuk uraian yang logis,
sistematis dan yuridis. Kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan dan
gambaran masalah yang dibahas. Proses selanjutnya adalah mengambil
kesimpulan secara deduktif yang dimulai dari pembahasan yang bersifat
umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus (Soemitro, 1988:139).
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Perusahaan rokok kretek Djagung Padi didirikan oleh Bp. Nazruddin tahun
1963 tepatnya di kota Malang. Sampai sekarang ini total karyawan yang bekerja pada
perusahaan rokok kretek Djagung Padi berjumlah 1.012 orang. Hampir 80%
didominasi oleh karyawan wamta Tingkat pendidikan pada karyawan bervariasi,
mulai dari tingkat SD, SLTP, SLTA. Sedangkan untuk staff rata-rata lulusan
perguruan tinggi. :
Karyawan-karyawan tersebut dibagi dalam 3 golongan pekerjaan karyawan:

1. karyawan tetap sebanyak 37 orang.
2. karyawan tetap (harian) sebanyak 128 orang.
3. karyawan harian lepas atau borongan sebanyak 847 orang.

Perjanjian perburuhan di perusahaan ini adalah perjanjian yang
diselenggarakan oleh Serikat Buruh yang didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja
dengan pengusaha yang Berbadan Hukum yang memuat syarat-syarat yang harus
diperhatikan di dalam perjanjian kerja. Wujud perjanjian perburuhan yang ada di
perusahaan rokok kretek Djagung Padi Malang adalah Kesepakatan Kerja Bersama.
Kesepakatan Kerja Bersama terselenggara antara pihak karyawan yang diwakili oleh
pengurus Serikat Pekerja Djagung Padi yaitu Bapak Harnowo yang bertindak sebagai
ketua atau pengurus unit kerja SPSI di perusahaan rokok kretek Djagung Padi
Malang dan Bapak Mustofa yang bertindak sebagai sekretaris sedangkan pihak
pengusaha diwakili oleh Bapak Nazruddin selaku pimpinan perusahaan. Sedangkan
pihak Disnaker kota Malang diwakili oleh Bambang Sudaryono.

Mengenai terbentuknya Kesepakatan Kerja Bersama akan diuraikan secara
singkat di bawah ini:

Pihak karyawan yang sudah ter-organisir dalam Serikat Pekerja
berkedudukan di J1. Ki Ageng Gribig, Kelurahan Kedung Kandang Kecamatan Kota
Lama Malang yang sudah terdaftar pada Disnaker mewakilkan ketua dan sekretaris.
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Untuk maju ke meja perjanjian, dengan pihak pengusaha diwakili olek pimpinan
perusahaan.

kedua wakil tersebut memulai mengadakan perjanjian kerja yang dituangkan dalam
bentuk kesepakatan bersama.

Kesepakatan Kerja Bersama terdiri atas 7 bab. Adapun secara terperinci isi
dari Kesepakatan Kerja Bersama ini adalah sebagai berikut :

Babl : Umum;

Bab II : Hubungan kerja dan masa percobaan;
Bab III : Persyaratan kerja;

Bab IV: Pengupahan;

Bab V : Jaminan sosial;

Bab VI: Pemutusan hubungan kerja;

Bab VII: Penutup.

Kesepakatan Kerja Bersama setelah terbentuk dan ditandatangani oleh ke
dua belah pihak maka ketua Unit Serikat Pekerja di Perusahaan Rokok Kretek
Djagung Padi Malang wajib menyampaikan hasil perjanjian ini kepada semua
karyawan atau buruh. Konsekuensi ini adalah didasarkan pada keadaan di mana
Serikat Pekerja adalah sebagai wakil dari semua karyawan atau buruh yang ada di
perusahaan itu. Dengan demikian harus mempertanggungjawabkan mandat yang
telah diembannya, sebaliknya semua karyawan atau buruh harus melaksanakan hasil
Kesepakatan Kerja Bersama ini dengan penuh rasa tanggung jawab pula dari pihak
perusahaan.

Kedua belah pihak walaupun telah melaksanakan kewajiban dengan sebaik-
baiknya, akan tetapi dalam pelaksanaannya sering terjadi peristiwa yang
mengakibatkan pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama berjalan tidak lancar seperti
yang diharapkan. Misalnya adanya perubahan politik yang akhir-akhir ini sedang
bergejolak, sehingga berpengaruh pula terhadap kondisi perekonomian dan dunia
usaha serta ketenagakerjaan. Tentu saja sedikit banyak berpengaruh pada
pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama bahkan bisa terjadi aksi mogok kerja yang
dilakukan para pekerja untuk mengajukan tuntutan kepada pihak perusahaan.

Pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama agar sesuai dengan tujuan yang
diharapkan, maka kedua belah pihak harus berusaha mentaati Kesepakatan Kerja
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Bersama tersebut dengan jalan mengatasi segala permasalahan yang muncul antara

kedua belah pihak melalui penyelesaian musyawarah mufakat atau boleh dilakukan

secara intern. Hal ini untuk menjaga hubungan kerja yang harmonis antara pekerja

dan pengusaha dan sekaligus mencegah aksi mogok kerja yang akhir-akhir ini marak

terjadi, tidak hanya pada perusahaan kecil saja tetapi bahkan pada perusahaan yang

besarpun bisa mengalaminya. Dengan demikian perusahaan harus benar-benar

mencermati dan mengantisipasinya.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai sebagai pijakan dalam penulisan Skripsi ini yang

Jjuga berkaitan erat dengan masalah perjanjian kerja adalah :

1.

Undang-undang Dasar 1945

Pasal 27 ayat 2:

“Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan™

TAP MPR No. IV / MPR / 1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara
Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang
diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja,
peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan
kebebasan berserikat. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga
kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan dan
pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah terjadinya
eksploitasi tenaga kerja.

3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1313
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

b. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :
(1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

(2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

(3) Suatu hal tertentu;

(4) Suatu sebab yang halal.
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c. Pasal 1330

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

(1) Orang-orang yang belum dewasa;

(2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

(3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang
telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

d. Pasal 1338:
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya”.

e. Pasal 1601n (2):

Dinamakan perjanjian perburuhan kolektif ialah suatu peraturan yang dibuat
oleh seorang majikan atau lebih ataupun suatu perkumpulan majikan atau
lebih yang berbentuk badan hukum di suatu pihak, dan suatu perkumpulan
buruh atau lebih yang berbentuk badan hukum, tentang syarat-syarat
pekerjaan yang harus diindahkan sewaktu membuat perjanjian perburuhan.

f. Pasal 1603 (a)

“Si buruh diwajibkan sendiri melakukan pekerjaanya; tak bolehlah ia, selain
dengan izin si majikan dalam melakukan pekerjaan itu digantikan oleh orang
ketiga”.

g. Pasal 1603 (g)

Jika lamanya suatu hubungan kerja tidak telah ditentukan dengan perjanjian
atau reglemen, maupun dengan suatu peraturan undang-undang, atau pula
oleh kebiasaan, maka dianggaplah hubungan kerja itu sebagai dibuat untuk
waktu tak tertentu.

h. Pasal 1603 (n)

Masing-masing pihak dapat mengakhiri hubungan kerjanya tanpa
pemberitahuan penghentian atau mengindahkan ketentuan-ketentuan yang
berlaku untuk pemberitahuan-pemberitahuan penghentian, tetapi pihak yang
melakukan ini, jika pihak lawan tidak menyetujuinya berbuat berlawanan
dengan hukum, kecuali apabila ia pada waktu itu juga membayar ganti rugi
atas dasar yang ditentukan, atau apabila ia mengakhiri hubungan kerja secara
demikian itu karena suatu alasan yang mendesak yang seketika diberitahukan
kepada pihak lawan.
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

a. Pasal 2
Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dalam rangka pembangunan
manusia seutuhnya oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dilakukan
untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera adil,
makmur dan merata baik materiil maupun spirituil.
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b. Pasal 5
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk
memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis
kelamin, suku, ras, agama dan aliran politik sesuai dengan minat dan
kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama
terhadap penyandang cacat.

c. Pasal 6
“Pemerintah harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa

membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan aliran politik”.

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

a. Pasal 3

Ayat 1:
Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan
program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaanya dapat dilaksanakan
dengan mekanisme asuransi.
Ayat 2:
Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja.

b. Pasal 17

“Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial
tenaga kerja”.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara
Serikat Buruh dan Majikan.
Pasal 1

Perjanjian tentang syarat-syarat perburuhan antara serikat buruh dengan majikan
ialah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat atau serikat-serikat buruh yang
telah terdaftar pada kementrian perburuhan dengan majikan, majikan-majikan,
perkumpulan majikan yang berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-
mata menurut syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja.

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan

Perburuhan.
Pasal 1
Ayat 1 (c):

Perselisihan perburuhan, ialah pertentangan antara majikan atau perkumpulan
majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan
tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja
dan/atau keadaan perburuhan.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

12

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di
Perusahaan Swasta.
Pasal 1
Ayat 1:
“Pengusaha harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.”
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-05/MEN/1986 tentang Kesepakatan
Kerja Untuk Waktu Tertentu.
Pasal 1 (a):
“Kesepakatan kerja untuk waktu tertentu adalah kesepakatan kerja antara pekerja
dengan pengusaha, yang diadakan untuk waktu tertentu atau pekerjaan tertentu”.
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. KEP 150/ MEN/ 2000 tentang
Penyelesaian PHK dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa
Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan.
Pasal 2
Ayat 1:
“Setiap pemutusan hubungan kerja diperusahaan harus mendapatkan ijin dari
Panitia Daerah untuk pemutusan hubungan kerja perorangan dan dari Panitia

Pusat untuk pemutusan hubungan kerja masal.”

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Perselisihan Buruh

Seorang tenaga kerja/ pekerja atau sekumpulan tenaga kerja tidak dapat
menjadi pihak yang berselisih. Apabila yang menjadi salah satu pihak adalah tenaga
kerja atau sekumpulan tenaga kerja maka penyelesaian hanya bisa sampai pada
tingkat perantaraan atau pegawai perantara, dan tidak dapat dilanjutkan ke sidang
P4D atau P4P.

Pegawai Perantara adalah Pegawai Dinas Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh
Menteri Tenaga Kerja untuk memberikan perantaraan dalam penyelesaian
perselisihan perburuhan. Tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja
adalah karena perselisihan hak. Sebagaimana kita ketahui hubungan kerja adalah
hubungan antara pekerja dan pengusaha yang terjadi setelah diadakan perjanjian
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kerja oleh pekerja/ tenaga kerja dengan pengusaha. Contoh perselisihan hak adalah
perselisihan mengenai pengupahan. 3

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, pengertian perselisihan
perburuhan adalah : I

Perselisihan perburuhan (Perselisihan Hubungan Ketenagakerjaan) adalah
pertentangan antara majikan (Pengusaha) atau perkumpulan pengusaha dengan
serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja berhubung dengan tidak adanya
persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan
hubungan perburuhan (Pasal 1). ‘

Pihak-pihak yang berselisih adalah' z

a. Pengusaha atau kumpulan pengusaha yang berbadan hukum dan

b. Serikat pekerja dan gabungan serikat pekerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga
Kerja.

Mengenai perselisihan hak dibidang ketenagakerjaan ini ada dua badan atau
instansi yang berwenang menyelesaikannya, yaitu Pengadilan Negeri dan Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Perbedaannya adalah :

1. Yang dapat menuntut di muka Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
hanyalah majikan dan organisasi Pekerja. Tidak pekerja secara perorangan,
sedangkan di muka Pengadilan Negeri pekerja secara perorangan dapat
mengajukan tuntutannya.

2. Sanksi putusan Pengadilan Negeri adalah semata-mata sanksi perdata,
sedangkan sanksi putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dapat
dikenakan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-
tingginya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul karena adanya
usaha-usaha dalam mengadakan perubahan dalam syarat-syarat kerja atau keadaan
ketenagakerjaan. Perselisihan kepentingan hanya dapat diajukan kepada Panitia
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4), tidak kepada Pengadilan Negeri.
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Tata cara atau prosedur penyelesaian perselisihan adalah sebagai berikut :

1.

Spo ooop

Jika terjadi perselisihan hubungan ketenagakerjaan maka dalam tingkat pertama
pihak-pihak yang berselisih, serikat pekerja dan pengusaha, mencari penyelesaian
secara damai dengan mengadakan perundingan (musyawarah).

Bila perundingan tersebut menghasilkan persetujuan (kesepakatan), maka
persetujuan tersebut dituangkan menjadi suatu perjanjian perburuhan atau
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) sesuai dengan ketentuan didalam Undang-
undang No.21 Tahun 1954 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.01 Tahun 1985.
Jika dengan jalan perundingan atau musyawarah tersebut tidak tercapai atau tidak
menghasilkan kata sepakat, maka kedua belah pihak atau salah satu pihak dapat
menyerahkannya kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja untuk diselesaikan melalui
perantaraan atau pegawai perantara.

Pegawai perantara sebelum memberikan perantaraan menawarkan kepada kedua
belah pihak apakah perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Arbitrase atau
Dewan Juru Pemisah, yaitu Dewan yang berhak mengadili, mengambil keputusan
sesudah mendengarkedua belah pihak, memutus/menimbang percekcokan buruh.

. Dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari terhitung mulai tanggal penerimaan

pengaduan, sudah harus mengadakan perantaraan. Pegawai Perantara didalam
memberikan perantaraan dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan adalah
dengan cara :

Mengadakan penyelidikan tentang duduk perkara perselisihan,

Memanggil pihak-pihak yang berselisih,

Memimpin perundingan pihak-pihak yang berselisih, dan

Mengusahakan penyelesaian secara damai.

Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara perantaraan, maka
segera diserahkan kepada P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Daerah) dengan memberitahukan hal itu kepada pihak-pihak yang berselisih.

P4 Daerah segera menyelesaikan perselisihan melalui pérundingan kearah

penyelesaian secara damai.

- Bila tidak tercapai kesepakatan, Panitia Daerah berhak memberikan putusan yang

berupa anjuran, ataupun putusan yang bersifat mengikat (bilamana perselisihan
tersebut sukar untuk dapat diselesaikan dengan anjuran). P4D memberikan
putusan berupa anjuran bila P4D berpendapat bahwa masih ada kemungkinan
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perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara damai yaitu dengan menganjurkan
kedua belah pihak untuk berunding kembali.

Putusan P4D memuat :

a. Nama serikat pekerja dan pengusaha serta tempat kedudukan masing-masing.

b. Mengambil putusan adalah dengan mengingat hukum perjanjian yang ada,
kebiasaan, keadilan dan kepentingan Negara.
Lembaga-lembaga perselisihan hubungan ketenagakerjaan adalg.h -

(1) Penyelesaian oleh pihak-pihak yang berselisih.

(2) Arbitrase.

(3) Pegawai perantara.,

(4) P4 Daerah.

(5) P4 Pusat.

(6) Menteri Tenaga Kerja.(Manulang, 1995:64)

Pengertian Panitia Pusat dan Daerah

P4D adalah suatu lembaga yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil pekerja,
pengusaha dan pemerintah (tripartit) yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri
Tenaga Kerja untuk periode atau masa bakti 2 tahun, dan berkedudukan di tempat-
tempat yang ditentukar. oleh Menteri Tenaga Kerja serta bertujuan, berkewajiban
serta berwenang menyelesaikan perselisihan perburuhan dan pemutusan hubungan
kerja perorangan.

P4P adalah suatu lembaga yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil
pekerja, pengusaha dan pemerintah (tripartit) yang diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden untuk periode atau masa bakti 2 tahun dan berkedudukan di ibu kota negara
serta berkewajiban, berwenang menyelesaikan perselisihan perburuhan dan
pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran (massal), yaitu pemutusan
hubungan kerja secara besar-besaran dianggap terjadi jika dalam satu perusahaan
dalam satu bulan, pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan 10 (sepuluh) orang
buruh atau lebih, atau mengadakan rentetan PHK yang dapat menggambarkan suatu
itikad untuk mengadakan PHK secara besar-besaran.
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Susunan Keanggotaan P4 Daerah dan P4 Pusat terdiri dari :
1. Dari unsur pemerintah :
a. Seorang wakil dari Departemen Tenaga Kerja (sebagai ketua merangkap
anggota).
Seorang wakil dari Departemen Perindustrian.
Seorang wakil dari Departemen Keuangan.

R O

Seorang wakil dari Departemen Pertanian.
e. Seorang wakil dari Departemen Perhubungan.

2. Dari unsur pekerja atau tenaga kerja sebanyak 5 (lima) orang wakil pekerja.

3. Dari unsur pengusaha 5 (lima) orang wakil pengusaha. (Pasal 5 dan 12 UU
No.22 tahun 1957).

2.3.1.1 Buruh

Manusia dalam kehidupan ini mempunyai kebutuhan yang beranekaragam,
untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja.
Baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Pekerjaan
yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung
jawab sendiri. Bekerja pada orang lain maksudnya adalah: “bekerja dengan
bergantung kepada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusnya, karena ia
harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut”
(Soepomo, 1987:9).

Hubungan kerja merupakan hubungan antara buruh (pekerja) dengan
majikan yang terjadi setelah diadakan perjanjian kerja oleh pekerja dengan majikan,
dimana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan
menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk
mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Dari uraian tersebut yang dimaksud

dengan buruh atau pekerja yaitu;
Tenaga kerja yang sedang bekerja di dalam hubungan kerja dengan pihak
pengusaha dan menerima upah dari pengusaha tersebut. Sedangkan tenaga
kerja adalah setiap orang baik laki-laki atau wanita yang sedang dan atau
melakukan pekerjaan di dalam atau di luar hubungan kerja guna
menghasilkan barang atau jasa (Soepomo, 1987:15).
Secara yuridis hubungan antara buruh dan majikan, adalah bebas karena

prinsip negara kita tidak seorang pun boleh diperbudak, maupun diperhamba. Semua
bentuk dan jenis perbudakan, peruluran dan perhambaan dilarang, tetapi secara
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sosiologis buruh itu tidak bebas sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup
yang lain selain tenaganya dan kadang-kadang terpaksa untuk menerima hubungan
kerja dengan majikan meskipun memberatkan bagi buruh itu sendiri, lebih-lebih saat
sekarang ini dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan
lapangan pekerjaan yang tersedia. Akibatnya tenaga buruh sering kali diperas oleh
majikan dengan upah yang relatif kecil. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan
beberapa peraturan perundang-undangan untuk melindungi pihak yang lemah
(buruh) dari kekuasaan majikan guna menempatkannya pada kedudukan yang layak
sesuai dengan harkat dan martabat manusia (A. Wahab, Asikin, dkk, 1994:4).
Perlindungan buruh dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan-
peraturan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan
bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar dilaksanakan semua
pihak karena keberlakukan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi juga
diukur secara sosiologis dan filosofis. Peraturan-peraturan tersebut merupakan
perintah atau larangan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan itu
baik dengan tidak sah atau batalnya perbuatan yang melanggar peraturan tersebut

maupun dengan hukuman kurungan atau denda.

Hak dan Kewajiban Buruh
Kewajiban buruh adalah diatur dalam pasal 1603, 1603a, 1603b, 1603c,
1603d KUHPerdata. Dimana dari pasal-pasal itu dapat disimpulkan beberapa
kewajiban buruh yaitu melakukan pekerjaan dengan baik, mengikuti perintah atasan,
dan membayar ganti rugi.
7 Hak buruh adalah mendapatkan upah, pengaturan pekerjaan dan tempat
kerja yang baik, mendapatkan waktu cuti, mendapatkan surat keterangan pernah
kerja dari majikan yang bersangkutan bila keluar, mendapatkan jaminan perawatan

kesehatan dan keselamatan kerja.

2.3.1.2 Majikan

Majikan dalam hal ini yaitu pengusaha yang mengelola suatu perusahaan
dan mempunyai hubungan kerja dengan para pekerjanya dan membayar upah kepada
para pekerjanya. Pengusaha atau biasa disebut majikan dalam hubungan kerja bisa
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berwujud : orang perseorangan, persekutuan, badan hukum, perusahaan (Manulang,
1995:15).

Hak dan Kewajiban Majikan

Kewajiban yang paling utama dari seorang majikan adalah membayar upah.
Sedangkan kewajiban-kewajiban lain diantaranya adalah mengatur pekerjaan dan
tempat kerja, memberikan cuti, memberikan surat keterangan, mengurus perawatan
dan pengobatan. Sedangkan kewajiban umum seorang majikan tercantum dalam
pasal 1602y KUHPerdata, yaitu seorang wajib melakukan atau tidak melakukan
segala sesuatu yang dalam keadaan sama sepatutnya harus melakukan atau tidak
dilakukan oleh seorang majikan yang baik.

Hak majikan adalah mendapatkan hasil kerja yang baik dan memuaskan dari
buruh, membuat petunjuk kerja, mendapatkan ganti kerugian atas kesalahan dan

kelalaian buruh yang mendatangkan kerugian bagi majikan yang bersangkutan.
}

2.3.1.3 Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Kebijaksanaan dalam penyelesaian perselisihan perburuhan tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan. Penyelesaian perselisihan perburuhan menurut Undang-Undang ini lebih
ditekankan adanya upaya damai melalui musyawarah antara pihak-pihak atau melalui
arbitrase sukarela. (Pasal 1)

Pengertian perselisihan perburuhan itu sendiri adalah pertentangan antara
majikan (Pengusaha) atau perkumpulan pengusaha dengan serikat pekerja atau
gabungan serikat pekerja berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham
mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan hubungan
perburuhan. (Manulang 1995:95).

Penyelesaian perselisihan perburuhan melalui upaya-upaya tersebut apabila
tidak memperoleh hasil kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka
penyelesaiannya ditempuh melalui arbitrase wajib oleh panitia penyelesaian
perselisihan perburuhan daerah (P4D) dan atau panitia penyelesaian perselisihan
perburuhan pusat (P4P) yang memberi wewenang membuat putusan-putusan yang

mengikat.
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Pokok pangkal yang harus dipegang dalam penyelesaian perburuhan ialah
bahwa sedapat mungkin pemutusan hubungan Lerja harus dicegah dengan segala
upaya, bahkan dalam upaya beberapa hal tidak dibenarkan. Dapat dipahami bahwa
pemecahan masalah yang dihasilkan oleh perundingan antara pihak-pihak yang
bersangkutan seringkali dapat diterima oleh pihak-pihak itu sendiri dari pada
penyelesaian yang dihasilkan oleh panitia penyelesaian perselisihan perburuhan
daerah (P4D) atau panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat (P4P). Oleh
karena itu lebih ditekankan agar penyelesaian masalah tersebut ditempuh secara
damai. Hanya apabila perundingan jalan damai tersebut mengalami jalan buntu,
barulah pemerintah turut campur tangan untuk menyelesaikannya melalui P4D atau
P4P sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 ini hanya mengatur tentang
perselisihan antara pengusaha dan serikat pekerja, sedangkan perselisihan antara
pengusaha dan pekexjé perseorangan atau sekelompok pekerja tidak tercakup di
dalamnya. Jadi yang menjadi pihak-pihak yang berselisih adalah :

a. Pengusaha atau kurflpulan pengusaha yang berbadan hukum dan;
b. Serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja yang terdaftar dalam Departemen

Tenaga Kerja.

2.3.1.4 Kesepakatan Kerja Bersama

Di dalam mukadimah tentang pedoman Kesepakatan Kerja Bersama, antara
lain disebutkan, bahwa pengusaha dan serikat pekerja menyadari sepenuhnya untuk
menjamin terpeliharanya kerja sama yang baik. terciptanya ketenangan kerja dan
kepastian usaha diperlukan adanya kesepakatan kerja bersama yang didalamnya
mengatur hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak-hak dan kewajiban
tersebut dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Kerja Bersama yang secara
keseluruhan harus mendorong kegairahan kerja serta meningkatkan kesejahteraan
pekerja.

Musyawarah untuk Kesepakatan Kerja Bersama dalam suatu masyarakat
modern, merupakan lembaga yang sangat penting. Demikian juga fungsinya penting
sekali karena melalui musyawarah untuk mufakat inilah serikat pekerja dapat

memenuhi kewajiban para anggotanya untuk berusaha meningkatkan kondisi dan
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prasyarat kerja serta jaminan sosial. Kesepakatan Kerja Bersama adalah Perjanjian
atau kesepakatan yang diadakan antara serikat pekerja atau serikat-serikat pekerja
yang telah terdaftar pada Departemen Tenaga Kerja dengan pengusaha yang
berbadan hukum, yang pada umumnya atau semata-mata memuat syarat-syarat kerja
yang harus diperhatikan dalam perjanjian kerja (Manulang, 1995:75).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1985 tentang pelaksanaan
tata cara pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama, yang dimaksud dengan istilah
Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian perburuhan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 yaitu:

Perjanjian perburuhan adalah perjanjian yang diselenggarakan oleh serikat atau
serikat-serikat buruh yang terdaftar pada kementrian perburuhan dengan majikan-
majikan, perkumpulan majikan yang berbadan hukum yang pada umumnya atau
semata-mata memuat syarat-syarat kerja yang harus diperhatikan dalam perjanjian
kerja.

Pengertian Kesepakatan Kerja Bersama yang tertera pada pasal 1 angka 15

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan adalah :
Kesepakatan hasil perundingan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja
atau gabungan serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha
yang memuat syarat-syarat kerja untuk mengatur dan melindungi hak dan
kewajiban kedua belah pihak.

Pengertian Kesepakatan Kerja Bersama tersebut, jika diamati secara
seksama maka dapat diartikan bahwa kesepakatan kerja bersama merupakan
perjanjian:

1. Yang dibuat antara majikan atau majikan-majikan dengan serikat buruh atau

serikat-serikat buruh. ,

2. Objek yang diperjanjikan pada umumnya memuat tentang syarat-syarat yang

harus diperhatikan dalam perjanjian kerja.

Masa berlakunya Kesepakatan Kerja Bersama hanya dapat dibuat untuk
paling lama 2 tahun, untuk selanjutnya dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. Jika
tidak ada ketentuan lain, maka Kesepakatan Kerja Bersama yang telah dibuat berlaku
terus menerus untuk waktu yang sama, akan tetapi tidak melebihi waktu 1 tahun
kecuali bila ada pernyataan untuk mengakhiri, yang dapat dilakukan selambat-
lambatnya satu bulan sebelum waktunya Kesepakatan Kerja Bersama berakhir atau
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BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Proses Pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) di Perusahaan
Rokok Djagung Padi Malang

Ketentuan mengenai penerimaan karyawan dalam perusahaan tersebut
terdapat di dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Nomor: 17/ PKB- DP/ KAB/
KOTA/ VII/ 2000 ditentukan dalam pasal 6 yaitu Persyaratan Umum Penerimaan
Karyawan. Setelah memenuhi syarat-syarat dan menjalani tes yang ada calon yang
diterima menjadi karyawan langsung menghadap birokrasi untuk mengadakan
perjanjian kerja. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja itu oleh keduabelah
pihak maka mulai saat itulah berlangsung hubungan kerja. Antara keduabelah pihak
sudah terikat untuk memenuhi hak dan kewajibannya.

Setelah karyawan terikat dalam hubungan kerja bukan berarti karyawan
sudah menjadi karyawan penuh. Mereka setelah terjadi hubungan kerja harus
menjalani masa percobaan yang lamanya 3 (tiga) bulan. Hal ini sebagaimana
tertuang dalam kesepakatan kerja bersama pada pasal 7 ayat 2a yaitu Apabila
seseorang melamar diterima sebagai karyawan maka kepadanya berlaku ketentuan
masa percobaan yang diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

a. Masa percobaan ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak karyawan yang Bersa.ngkutan mulai bekerja di perusahaan.
Syarat-syarat ketenagakerjaan yang tercantum dalam pasal 7 ini berlaku terhadap
karyawan tetap, sedangkan syarat-syarat terhadap tenaga kerja musiman dan pekerja
lepas pengangkatannya akan dirundingkan dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Selama masa percobaan ini gaji mereka biasanya hanya sebesar 75% dari
gaji pokok dan akan diperhitungkan dengan hari masuk mereka (tanpa ijin). Begitu
juga tunjangan sosialnya belum dapat, dalam masa percobaan-ini sewaktu-waktu
hubungan kerjanya dapat diputuskan oleh salah satu pihak sebelum masa
percobaannya berakhir. Ketentuan ini berlaku terhadap semua karyawan baik
karyawan tetap maupun karyawan harian.

22
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Tujuan masa training atau percobaan ini mereka mendapat training mental
yang berhubungan dengan disiplin kerja hubungan industrial pancasila serta
pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam bekerja nantinya setelah mereka menjadi
karyawan penuh. Hubungan industrial pancasila adalah hubungan antara pihak yang
berkaitan dengan proses produksi barang dan jasa yang dilandasi nilai manifestasi
dari pancasila dan UUD 1945 yang timbul dan berkembang diatas kepribadian
bangsa dan kebudayaan nasional. Pengangkatan karyawan secara penuh akan
dilaksanakan oleh direksi setelah karyawan tersebut diangkat menjadi karyawan
secara penuh adalah upah pokok dan tunjangan sosial.

Waktu kerja dimana lamanya waktu kerja tiap-tiap pekerja berdasarkan pada
ketentuan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1951 ialah bekerja pada siang hari tidak
lebih dari 7 jam sehari atau 40 jam seminggu dan bekerja pada malam hari tidak
lebih dari 6 jam semalam atau 35 jam seminggu.

Sistem pengupahan atau penggajian sesuai dengan kesepakatan kerja
bersama pada Pasal 17 yaitu : )

a. Untuk karyawan tetap (bulanan) upah minimun sebesar Rp 499.900,00 per bulan
dibayarkan pada tiap-tiap akhir bulan.

b. Untuk karyawan tetap (harian) upah minimum sebesar Rp 90.000,00 dibayarkan
tiap pada minggu atau sepuluh hari sekali.

¢. Untuk karyawan harian lepas upah minimum sebesar Rp 12.000,00 per hari yang
dibayarkan pada tiap-tiap seminggu atau sepuluh hari sekali.

d. Pajak atas upah menjadi tanggungan karyawan.

Berakhirnya hubungan kerja secara umum dapat terjadi karena hukum,
putusan pengadilan, karena kehendak majikan, dan karena kehendak sendiri.
Sedangkan pada perusahaan rokok kretek Djagung Padi Malang hubungan kerja
yang berakhir karena hukum dapat terjadi karena karyawan sudah mencapai batas
umur yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan yaitu dengan ketentuan usia 55
tahun atau karyawan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 25 tahun atau
karyawan yang bersangkutan mati.

Pengusaha atau serikat pekerja akan berusaha sepenuhnya menegakkan
disiplin kerja. Terhadap;pelanggaran disiplin dan ketertiban kerja diadakan tindakan
berupa peringatan baik lisan maupun tertulis. Peringatan tertulis terdiri dari :
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Peringatan Pertama

Masa peringatan tertulis adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal

peringatan tersebut diberikan. Macam peringatan pertama itu antara lain :
a. Sering datang terlambat atau pulang mendahului waktu yang telah ditentukan.
b. Tidak mematuhi ketentuan-ketentuan keselamatan kerja dari atasan.
Menolak perintah yang layak.
d. Melalaikan kewajiban secara serampangan.
e. Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun telah dicoba dimana-mana.

Selama 6 (enam) bulan tersebut buruh atau karyawan yang bersangkutan
tidak mengulangi perbuatan yang sa'ma atau yang lain maka peringatan tersebut
hapus pada saat jatuh tempo, akan tetapi jika dalam masa 6 (enam) bulan pekerja
atau buruh bersangkutan, melakukan pelanggaran yang sama maka kepadanya
diberikan peringatan yang kedua.

Peringatan Kedua

Masa peringatan kedua ini adalah sama dengan masa peringatan pertama
yaitu terhitung dari tanggal saat peringatan itu diberikan. Macarﬂ peringatan kedua
sama seperti peringatan pertama yaitu :

a. Sering datang terlambat atau pulang mendahului waktu yang telah ditentukan.
b. Tidak mematuhi ketentuan-ketentuan keselamatan kerja dari atasan.

¢. Menolak perintah yang layak. =

d. Melalaikan kewajiban secara serampangan.

e. Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun telah dicoba dimana-mana.

Selama 6 (enam) bulan karyawan atau buruh yang bersangkutan tidak
mengulangi pelanggaran yang sama atau yang lain maka peringatan yang pertama
dan kedua hapus pada saat jatuh tempo peringatan kedua. Akan tetapi apabila dalam
masa 6 (enam) bulan karyawan atau buruh yang bersangkutan melakukan
pelanggaran yang sama atau yang lain maka kepadanya diberikan peringatan ketiga.
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Peringatan Ketiga

Peringatan terakhir sekaligus pemutusan hubungan kerja. Apabila dalam

waktu 6 (enam) bulan tidak dikeluarkan peringatan terakhir maka peringatan pertama

dan kedua dianggap tidak berlaku lagi. Sesuai dengan kesepakatan kerja bersama

(KKB) pada perusahaan rokok kretek Djagung Padi Malang berakhirnya hubungan

kerja dapat diberikan kepada karyawan atau buruh yaitu apabila karyawan atau buruh

melakukan kesalahan seperti di bawah ini maka kepadanya diberikan pemutusan

hubungan kerja tanpa uang pesangon dan uang jasa :

L

b T 4l o e i

Pencurian dan penggelapan;

Penganiayaan terhadap teman sekerja, perigusaha dan keluarganya;

Menghasut teman sekerja untuk berbuat yang tidak benar;

Merusak harta benda milik perusahaan baik disengaja atau karena kecerobohan;
Mabuk di tempat kerja;

Membongkar rahasia perusahaan;

Menghina atau mengancam perusahaan atau keluarganya dan teman sekerja.
Sedangkan untuk karyawan atau buruh yang hendak berhenti atas kemauan atau
permintaanya sendiri harus mengajukan permohonan 14 (empat belas) hari
sebelumnya secara tertulis. Walaupun surat permohonan berhenti tersebut telah
diajukan karyawan atau buruh yang bersangkutan harus bekerja terus sampai hari
yang ditetapkan dalam surat pemberhentian. Pekerja yang mengundurkan diri
tidak akan mendapatkan uang pesangon dan uang jasa tetapi bisa
dipertimbangkan menurut kebijaksanaan perusahaan sesuai dengan masa kerja
yaitu bagi karyawan yang akan mengundurkan diri dari perusahaan harus
mengajukan permohonan secara resmi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan
sebelumnya kepada pimpinan perusahaan. Dalam hal yang demikian pada
prinsipnya perusahaan tidak ada kewajiban untuk memberikan uang pesangon
dan jasa. Namun demikian perusahaan wajib mempertimbangkan dan
menghargai pengabdian karyawan yang telah bekerja dengan prestasi dan kondite
baik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun untuk diberikan uang pisah atau uang
pengabdian yang besarnya diatur sebagai berikut:

1. masa kerja 5 tahun s/d 10 tahun sebesar 2 bulan gaji.

2. masa kerja 10 tahun s/d 15 tahun sebesar 4 bulan gaji.
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3. masa kerja selebihnya, setinggi-tingginya 6 bulan gaji.
Tujuan perjanjian perburuhan adalah :

a. Apgar supaya keduabelah pihak yang berkepentingan mempunyai pegangan
tentang apa yang telah disetujui jika seandainya nanti timbul perselisihan atau
salah satu pihak tidak mengindahkan apa yang telah ditetapkan.

b. Menekankan perlindungan terhadap buruh agar tidak mendapat perlakuan
semena-mena dari pihak majikan karena hak-hak buruh secara tegas dan jelas
dinyatakan di dalam perjanjian kerja secara tertulis sehingga apabila pihak
majikan tidak mentaati apa yang telah disepakati bersama maka buruh dapat
mengadukan hak-haknya kepada pihak yang berwenang disertai bukti tertulis.

. Untuk mempermudah administrasi yang baik tentang tenaga kerja.

d. Sebagai jaminan bagi majikan bahwa buruh akan berusaha sebaik-baiknya dalam
melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.

e. Untuk mencapai kepastian bagi buruh tentang syarat aturan yang telah disepakati.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Buruh di Perusahaan Rokok Djagung Padi
Malang :

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi pihak karyawan yang
bekerja pada perusahaan rokok kretek Djagung Padi Malang apabila pihak karyawan
melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK)
dari perusahaan maka upaya penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan apa yang
terdapat dalam kesepakatan kerja bersama (KKB). Kasus yang ada dalam hubungan
kerja antara pihak pengusaha dan pihak karyawan adalah pemutusan hubungan kerja
(PHK) seperti tersebut di bawah ini.

Hubungan kerja antara perusahaan rokok kretek Djagung Padi yang
beralamat di Jalan Ki Ageng Gribig 316 Malang, dengan karyawan yang bernama
Hadi bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Gg. 1 No. 13 Malang yang telah
bekerja pada perusahaan rokok kretek Djagung Padi selama 5 (lima) tahun.
Pengusaha dalam hal ini pimpinan perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan
surat Direksi No. 17/DP/V/1999 kepada karyawan yang telah terbukti melakukan
perbuatan yang dapat membuat resah bagi pimpinan perusahaan dan membuat resah
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teman-teman karyawan lainnya, seperti pulang sebelum jam kerja berakhir tanpa ijin,
selalu memanipulasi daftar hadir kerja.
Mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Hadi sehingga pimpinan
perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah berdasarkan :
a. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Nomor: 17/ PKB- DP/ KAB/ KOTA/ VII/
2000 Pasal 15 ayat 2c.
Memikat pengusaha atau keluarga pengusaha atau sesama karyawan untuk
berbuat melanggar hukum atau berbuat kejahatan lainnya.
b. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Nomor: 17/ PKB- DP/ KAB/ KOTA/ VII/
2000 Pasal 15 ayat 2g.
Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan terhadap hak perusahaan
tanpa mendapat ijin dari perusahaan atau pimpinan perusahaan.
c. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Nomor: 17/ PKB- DP/ KAB/ KOTA/ VII/
2000 Pasal 36 ayat 1.
Bagi karyawan yang telah melakukan pelanggaran berat atau telah diberikan
surat peringatan ketiga atau terakhir masih melakukan pelanggaran lagi maka
perusahaan dapat memutuskan hubungan kerjanya dan dilakukan sesuai dengan
prosedur UU No. 12 Tahun 1964 jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.
03/ MEN/ 1996.
Upaya yang telah dilakukan dalam perselisihan antara pengusaha dengan
Hadi sebagai karyawan, adalah sebagai berikut :
a. Pada tanggal 25 Oktober 1999 diadakan musyawarah yang dihadiri :
1. Bapak Nazruddin, Pimpinan perusahaan rokok kretek Djagung Padi Malang.
2. Bapak Harnowo, Ketua PUK-SPSI perusahaan rokok kretek Djagung Padi
Malang. |
3. Bapak Mustofa, Sekretaris PUK-SPSI perusahaan rokok kretek Djagung Padi
Malang.
4. Saudara Hadi.
b. Isi musyawarah tersebut antara lain :
1. Pihak perusahaan menjelaskan tentang latar belakang atas sebab timbulnya
niat perusahaan hendak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)
terhadap Saudara Hadi.
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2. Setelah terjadi silang pendapat maka pada akhirnya penyelesaian perselisihan
secara bipartie tersebut menghasilkan suatu kesepakatan bersama antara
pihak pengusaha dalam hal ini pimpinan perusahaan dengan pihak karyawan
(Saudara Hadi).

Hasil dari kesepakatan bersama adalah sebagai berikut :

(a) Bahwa pihak karyawan bersedia diputuskan hubungan kerjanya dari
perusahaan dengan syarat yang ditentukan oleh perusahaan.

(b) Bahwa pihak karyawan pada tanggal 27 Oktober 1999 dan tanggal 28
Oktober 1999 pekerja tetap bekerja seperti biasa.

(c) Bahwa karyawan sejak tanggal 30 Oktober 1999 akan mengambil sisa
cuti tahunannya yaitu 12 (dua belas) hari dan untuk selanjutnya karyawan
mengajukan pengunduran diri secara baik-baik dari perusahaan.

(d) Bahwa pihak perusahaan telah memutuskan hubungan kerja kepada yang
bersangkutan memberikan uang pisah atau uang pengabdian sebesar 2
(dua) bulan gaji ditambah uang jasa sebesar 2 (dua) bulan gaji.

(e) Bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama ini oleh
keduabelah pihak maka permasalahan yang dimaksud dinyatakan telah
selesai dan keduabelah pihak berjanji akan melaksanakan isi kesepakatan
bersama ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

(f) Bahwa karyawan dalam mengakhiri hubungan kerja dimaksud tidak
merasa dipojokkan dan tetap akan berhubungan baik dengan perusahaan
dan dengan penyelesaian ini diharapkan tidak membawa dampak di kelak
kemudian hari terutama hal-hal yang dapat merugikan.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) pada dasarnya seperti apa yang telah
disebutkan di atas baik dari pihak pengusaha maupun dari pihak karyawan tidak
diinginkan oleh semua pihak kecuali pemutusan hubungan kerja demi hukum, yaitu
terjadi apabila dalam perundingan tersebut nyata-nyata tidak menghasilkan
persesuaian paham, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan
karyawan setelah memperoleh ijin Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Daerah dan bagi PHK perseorangan dari P4P. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja pada pasal 1

yang menyatakan Pengusaha harus mengusahakan agar jangan sampai terjadi
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pemutusan hubungan kerja. Tetapi bagi karyawan suatu penegasan agar jangan
mengadakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap majikan tidak ada ketentuan
yang pasti. Dengan demikian buruh atau karyawan diberi kewenangan sepenuhnya
untuk memutuskan hubungan kerja dengan persetujuan pihak pengusaha, tiap saat
dia menghendakinya.

Kebebasan buruh atau pekerja ini dilandasi oleh Pasal 1603 huruf g Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya : :

Jika lamanya suatu perhubungan kerja tidak telah ditentukan dengan
persetujuan atau reglemen, maupun dengan suatu aturan undang-undang, atau
pula kebiasaan, maka dianggaplah perhubungan kerja itu sebagai dibuat untuk
waktu tertentu. Jika perhubungan kerja telah dibuat untuk waktu tertentu atau
hingga diakhir, maka masing-masing pihak adalah berhak mengakhirinya
dengan pemberitahuan penghentian dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan
dua pasal yang berikut.

Konsekuensinya dari pemutusan hubungan kerja oleh karyawan ini harus
dinyatakan dengan alasan mendesak sebab kalau tidak mereka diancam sebagai
tindakan yang melawan hukum kecuali ia membayar ganti rugi kepada pengusaha
(Pasal 1603 (n) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bagi dipandang sebagai
alasan yang mendesak adalah keadaan yang sedemikian rupa sehingga
mengakibatkan bahwa dari pihak karyawan adalah tidak layak mengharapkan untuk
meneruskan hubungan kerja.

Ternyata aturan di atas mengenai kebebasan karyawan justru menjadi
bumerang bagi pihak karyawan itu sendiri sebab yang terjadi di perusahaan
pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi sebagian besar karena permintaan
karyawan itu sendiri dengan alasan yang mendesak seperti yang disebutkan di atas.
Alasan tersebut disetujui oleh pihak pengusaha berikut pengurus serikat pekerjanya.

Pemutusan hubungan kerja terjadi ketika suatu saat karyawan melakukan
kesalahan yang diancam dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Maka kepada
karyawan yang melakukan kesalahan tersebut oleh pengusaha yang juga diketahui
oleh serikat pekerjanya diberikan suatu tenggang waktu diberikan suatu kebebasan
apakah akan mengundurkan diri atau diberhentikan dari perusahaan. Tenggang
waktu bagi karyawan yang akan mengundurkan diri dari perusahaan harus

mengajukan permohonan secara resmi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan
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sebelumnya kepada pimpinan perusahaan. Konsekuensi kalau pemutusan hubungan
kerja dari perusahaan berarti buruh atau karyawan diberhentikan dengan tidak
hormat. Dengan ketentuan segala bentuk uang pesangon menurut ketentuan yang ada
dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150/MEN/2000 tidak didapatkan.

Sebaliknya kalau karyawan mengundurkan diri atau dengan kata lain
berhenti atas kemauan sendiri akan diberikan uang pesangon dan uang jasa sesuai
dengan aturan yang berlaku di perusahaan yang ditetapkan dengan pemberhentian
terhormat.

Kondisi di atas jelas tidak sesuai dengan aturan tentang keharusan
pengusaha "untuk menjaga agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja
tersebut tetapi untuk mensiasati keharusan tersebut maka diambil jalan seperti di atas
yang seolah-olah pemutusan hubungan kerja itu terjadi bukan kehendak dari
pengusaha tetapi juga atas kehendak karyawan sendiri, yang disetujui oleh pengusaha
dan ironisnya dari serikat pekerja sebagai pembela hak-hak karyawan juga ikut
menyetujui jalan yang ditempuh dalam pemutusan hubungan kexj__a di perusahaan ini.
Dengan demikian dalam memutuskan hubungan kerja antara karyawan dan
pengusaha di perusahaan ini secara sepihak tidak menimbulkan masalah, sebab
dalam memutuskan hubungan kerja sudah terjadi kesepakatan antara pihak
pengusaha di satu pihak dan pihak karyawan maupun pihak serikat pekerja sendiri
tetapi di pihak lain pernah kita memikirkan akan akibat terjadi setelah terjadinya

pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan berikut keluarganya.

3.3 Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Apabila Terjadi Wanprestasi
Terhadap Kesepakatan Kerja Bersama di Perusahaan Rokok Djagung Padi
Malang

Perselisihan perburuhan merupakan suatu perbedaan kepentingan antara
pengusaha atau organisasi pekerja atau serikat pekerja sehubungan dengan tidak
adanya kesesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, keadaan
perburuhan dalam suatu perusahaan. Bagaimanapun baiknya hubungan antara
pekerja dan pengusaha perselisihan perburuhan masih tetap akan ada, sekalipun
jumlah dan intensitasnya akan menurun, permasalahan yang dihadapi adalah
bagaimana cara dan usaha untuk dapat mencegah dan mengurangi serta
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menyelesaikan masalah perselisihan tersebut secara adil dan baik dengan melibatkan

pihak-pihak yang berkompeten untuk menyelesaikannya agar tidak menimbulkan

ekses-ekses yang dapat menghambat pembangunan nasional.
Unsur-unsur yang dapat menimbulkan perselisihan perburuhan antara
karyawan dan pengusaha dapat digolongkan menjadi tiga, antara lain:

1. Secara psikologis perselisihan muncul karena terjadinya perbedaan dalam
melihat suatu masalah. Perbedaan itu didasari oleh adanya perbedaan kebutuhan
serikat pekerja memandang dari sudut pandang kebutuhan pekerjaan begitu pula
sebaliknya dengan pengusaha.

2. Secara sosiologis perselisihan muncul karena kemauan untuk saling
mempertahankan kepentingan dari masing-masing kelompok sosial yang cukup
kuat. Serikat pekerja sebagai wakil pekerja merupakan kelompok sosial dengan
memiliki kepentingan membela dan memperjuangkan hak pekerja, begitu pula
sebaliknya pengusaha sebagai kelompok sosial memiliki kepentingan untuk
mencapai keuntungan dengan menekan biaya produksi.

3. Secara ekonomis munculnya perselisihan akan mengakibatkan kerugian pada
pekerja, pengusaha maupun pemerintah. Pekerja akan kehilangan pekerjaan,
pengusaha akan mengalami penekanan modal akibat rendahnya produktivitas
produksi, pemerintah akan kehilangan pajak atau pemasukan kas negara. Jadi
sebenarnya dari perselisihan tidak ada pihak yang bisa diuntungkan (M. Hatta,
1961:36).

Perselisihan yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh inunculnya
masalah :

1. Pengupahan;

2. Jaminan sosial;

3. Perilaku penugasan yang kadang-kadang kurang sesuai dengan pekerjaan yang
diemban;

4. Masalah pribadi (G. Kartasaputra, 1986:246).

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul akibat tidak dipenuhinya
isi perjanjian kerja yang telah disepakati bersama atau adanya pelaksanaan yang
menyimpang dari ketentuan hukum, sedangkan perselisihan kepentingan adalah

perselisihan yang timbul akibat adanya usaha untuk mengadakan perubaban terhadap
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syarat perburuhan yang biasanya datang dari serikat buruh yang ditujukan kepada
pengusaha demi tetap terpeliharanya kepentingan kaum buruh (Djumialdji dan
Wiwoho Soedjono, 1985:75).

Pemerintah untuk mengatasi terjadinya perselisihan tersebut telah
mengundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 pada tanggal 8 April 1957
dengan maksud bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun
1957 itu pihak pekerja maupun pengusaha diharapkan bisa lebih menserasikan
kepentingan masing-masing dalam hubungan kerja. '

Mengenai perselisihan hak dapat diselesaikan oleh panitia penyelesaian
perselisihan perburuhan pusat (P4P) dan panitia penyeiesaian perselisihan
perburuhan daerah (P4D), sedangkan wewenang mengadili dimiliki oleh Pengadilan
Negeri. Apabila perselisihan kepentingan hanya dapat diselesaikan oleh panitia
penyelesaian perburuhan pusat (P4P) dan panitia penyelesaian perselisihan
perburuhan daerah (P4D) (Djumialdji dan Wiwoho Soedjono, 1985:31).

Penyelesaian perselisihan perburuhan hendaknya tetap mengacu kepada
ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, hal ini disebabkan karena dalam
undang-undang tersebut di dalamnya melibatkan beberapa pihak yang memiliki
wewenang untuk menyelesaikannya antara lain :

a. Adanya lembaga tripartie;

b. Salah satu pihak dalam perselisihan tersebut adalah serikat pekerja;

¢. Ada asas musyawarah, arbitrase, maupun unsur peradilan dan ada kemungkinan
banding;

d. Ada pula ketentuan supaya kepentingan diusahakan dengan menimbang sesuatu
dengan hukum perjanjian yang ada kebiasaan dan kepentingan negara.

Prosedur penyelesaian perselisihan perburuhan secara umum :

1. Lewat Pengadilan Negeri
Pengajuan dapat dilakukan oleh pengusaha, pekerja maupun serikat pekerja atau
kuasanya, pengajuan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana tergugat tinggal.
Sanksinya berupa sanksi perdata.
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2. Lewat Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 adalah :

a.

Perundangan

Dilakukan oleh lembaga bipartie dengan jalan musyawarah, bila berhasil
keputusan dapat menjadi perjanjian perburuhan karena berkekuatan hukum,
bila gagal diteruskan pada dewan pemisah. |

Dewan Pemisah

Pengajuan dilakukan sccara tertulis oleh para pihak, bila berhasil maka
keputusannya mempunyai kekuatan hukum. Pelanggaran terhadap keputusan
dikenai hukuman pidana 3 (tiga) bulan atau denda.

Pegawai Perburuhan

Pengajuan dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak terhadap pegawai
departemen tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Untuk
selanjutnya dilakukan penyeledikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sudah
dilakukan perundingan. 7

Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D)

Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dapat
menjadi perjanjian industri karena berkekuatan hukum. Putusan dapat
dilaksanakan bila selama 14 (empat belas) hari tidak diajukan ke Panitia
Penyelesalian perselisihan Perburuhan Pusat (P4P). Sanksi pelanggaran
putusan ini adalah pidana 3 (tiga) bulan.

Panitia Penyelesaian perselisihan Perburuhan Pusat (P4P)

Jika dipandang perselisihan itu membahayakan kepentingan umum maka
Panitia Penyelesaian perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) dapat menerima
dan mengadakan pemeriksaan ulang. Batas pelaksanaan putusan ini adalah 14
(empat belas) hari setelah putusan ditetapkan.

Menteri Tenaga Kerja

Menteri Tenaga Kerja memiliki wewenang untuk membatalkan putusan
Panitia Penyelesaian perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) bila hal itu
dianggap penting karena mempengaruhi kepentingan umum dan negara.
Pembatalan ini dapat dilakukan setelah putusan itu ditetapkan 14 (empat

belas) hari.
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Hubungan Industrial Pancasila tidak mengiinginkan terjadinya perselisihan
perburuhan namun tidak dapat dipungkiri bahwg selama hubungan kerja perbenturan
kepentingan antara kepentingan pihak pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha
pasti akan terjadi.

Perusahaan rokok kretek Djagung Padi Malang, dalam usaha untuk
menyelesaikan perselisihan perburuhan telah diatur dalam kesepakatan kerja bersama
dalam pasal 40 ayat 5 dimana untuk menghindari perselisihan lebih jauh pengusaha
bersedia menampung segala keluh kesah pekerjanya dan akan diselesaikan secara
musyawarah. Apabila tidak dicapai kata sepakat maka masalahnya akan dimintakan
perantara kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Malang. Dalam tingkat ini Dinas
Tenaga Kerja Malang hanya memberi masukkan untuk mempercepat proses
terselesainya perselisihan yang terjadi.

Menurut Ketua Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)
perusahaan rokok kretek Djagung Padi Malang menjelaskan bahwa dalam
menyelesaikan perselisihan perburuhan antara karyawan atau buruh dengan
pengusaha berusaha menggunanakan forum untuk mencapai kesepakatan bersama.
Forum disini adalah penyelesaian perselisihan itu secara intern perusahaan yaitu
antara serikat buruh dan pengusaha dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Selama
ini keputusan yang dibuat secara intern dapat diterima oleh kedua belah pihak
dengan itikad baik, sebab dalam keputusan tersebut tidak ada pihak yang merasa

dirugikan.
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KESIMPULAN DAN SARAN
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4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di muka maka dapat diambil suatu
kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian perburuhan mulai dari proses hubungan kerja sampai dengan
berakhimya hubungan kerja pada perusahaan rokok Djagung Padi Malang diatur
dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dengan tujuan memberikan perlindungan
terhadap buruh.

2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi buruh kaitannya dengan kasus
pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada perusahaan rokok kretek Djagung Padi
Malang maka penyelesaian yang dilakukan disesuaikan dengan apa yang dapat di
dalam ketentuan kesepakatan kerja bersama. Dimana untuk menyelesaikan
perselisihan yang ada antara pengusaha dan pihak buruh diselesaikan dengan cara
musyawarah.

3. Bahwa mengenai upaya hukum yang ditempuh seandainya terjadi perselisihan yaitu
didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan, kalau perselisihan yang timbul itu mengenai perselisihan
hak maka dapat diselesaikan oleh panitia penyelesaian perselisihan perburuhan
daerah (P4D), dan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat (P4P),
sedangkan wewenang untuk mengadili dimiliki oleh Pengadilan Negeri. Kalau
perselisihan yang timbul itu mengenai perselisihan kepentingan maka hanya dapat
diselesaikan oleh panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah (P4D), dan
panitia penyelesaian perselisihan perburuban pusat (P4P). Sedangkan menurut
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 ada beberapa pihak yang memiliki
wewenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut antara lain adanya asas
musyawarah antara pihak lembaga tripartit, arbitrase, maupun unsur peradilan dan
ada kemungkinan banding. Pada perusahaan rokok kretek Djagung Padi Malang
apabila terjadi perselisihan perburuhan upaya pertama yang ditempuh adalah

35
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diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak dicapai kata sepakat maka

masalahnya akan dimintakan pada kantor Dinas Tenaga Kerja.

4.2 Saran

1.

Untuk melindungi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan sebaiknya antara
pengusaha dan karyawan memperhatikan dan memahami isi dari perjanjian kerja
yang di tuangkan dalam Kesepakatan Kerja Bersama.

Hendaknya pengusaha dan karyawan senantiasa menyepakati isi dari Kesepakatan
Kerja Bersama (KKB) sebagai bentuk perlindungan hukum dalam melakukan
hubungan kerja di perusahaan.

Hendaknya perselisihan antara pengusaha dan karyawan diselesaikan dengan cara

musyawarah yang telah diatur dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
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PADI" Malang, sejak tanggal : 1 Juni 2003 sampai selesai

Penelitian / praktek kerja tersebut mengambil judul / permasaiahan

Peiaksénaan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Antara Buruh dan Majikan
Berkaitan adanya Kesepakatan Kerja Bersama Di Perusahaan Rokok Kretek
“Djaging Padi” Malang.

Vemikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, bagi yang
berkepentingan agar menjadikan periksa serta maklum adanya.
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MUKADIMAH

Pada prinsipnya telsh sama-sama dimaklumi, bahwa Kese-
akatan Kerja Bersama (EKEKB) merupakan salah satu sarana
enting dalam mewujudkan Hubungan Industrial Pancaslla
HIP), kerena Kesepakatan Kerja Bersama disamping mengatur
entang hubungan kerja, syarat-syarat kerja, Jjaminan sosial
an masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya Jjuga bertujuan
-.ntnik meningkatkan produksi dan produktivitas kerja vyang
ada akhirnya menjamin adanya ketenangan,' ketentraman dan
‘egairahan bekerja serta berusaha.

‘wjuan vang baik dan mulia tersebut dapat terwwjud apabila
;edua belah pihak, yaitu pihak pengusaha dan pihak pekerija
reng diwakili oleh Pengurus Unit Kerja SPSI saling menyadari
lan peran, fungsi hak dan kewajiban masing-masing dilandasi
>leh rasa téngung jawab bersama sebagai penjabaran Tri
dharma HIP : Rungmongso Handerbeni (merasa ikut memiliki),
Rungmongso hangrungkebi (merasa ikut bertanggung jawab)

serta mulat sariro hangrosoni (selalu mawas -diri) sebagai -

satu kebutuhan dan bukan kesatuan yan dipaksakan.

PR. “Djagung Padi” Malang

I. Nama Perusahaan
Ala ’p:n at J1. Ki Ageng Gribig 316 Malang
Bidang Usaha Industri Pengolahan Tembakau
Dalam hal ini diwakili oleh : Nazruddin
Selanjutnya dalam Kesepakatan Kerja Bersama (KEB) di
disebut sebagai PENGUSAHA (PIHAK EKE I).
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NAMA UNIT KERJA SPSI : PUK SPSI  PR. Djagung Padi

Alamat : JI. Ki Ageng Gribig 316 Malang
Dalem hal ini diwakili oleh : 1. Harnowo
2. Mustofa

J
Selanjutnya dalam Kesepakatan Bersamaini bertindak atas

nama karyawan/pekeria.

PIHAK EE I DAN PIHAK KE 1I telah sepakat menvetuijui

serta menerima syarat-syarat kerja yang tercantum dalam

Kegsepakatan Kerja Bersama ini.

EETENTUAN UMUM
PENGARUAN UNIT KERJA SPSI

Pimpinan Unit EKerja SPSI akan selalu berusaha memberikan
bantuanya dalam pemelihara dan menjaga Tata Tertib Peru-
sahaan dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan

produktivitas kerja serta berusaha yang baik.

. Pimpnan Unit ERerja SPSI sesuai kebutuhan aewaktu—wakfu‘

dapat mengadakan musyawarah dengan Pengusaha atau orang

vang ditunjuk oleh perusahaan.

. Pimpnan Unit EKerja SPSI dapat menyelengarakan rapat

angrota di dalam lingkungan perusahaan di luar jam kerja.
Dengen pengertian bahwa dalam jangka waktu 2 x 24 jam
sebelum penyelengaraan rapat tersebut Pimpnan Unit Kérja
SPSI memberikan maksudnyasecara tertulis kepada pengusana
atau orang yang ditunjuk oleh perusahaa. Dalam keadaan
luar biasa dan mendesak maka ketentuan di atas dapat

diseauuikan!menurut keadaan.
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PENGARKUAN PENGUSAHA

1. Pengusaha mengakui Unit Eerja SPSI yang bernaung dibawah
panji-panji SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (SPSI)
sebagai satu-satunya organisaasi pekerja yang memiliki
semua ahggotanya yang bekerja di : Perusahaan Industri
Penzolahan Tembakau PR. “Djagung Padi” Malang

2. Pengusaha tidak akan menghalang-halangi perkembangan dan
kegiatan-kegiatan organisasi Unit Kerja SPSI selama tidak
menggangu kepentinga umum serta kelangaran operasional
perusahaan.

3. Pengusaha dan pekerja bersama-sama menjamin dan mentaati
serta menjalankan Kesepakatan Kerija Bersama (KEKB) ini

dengan penuh rasa tangguna Jjawab.

FASILITAS DAN DISPENSASI

1. Pengusaha memberikan fasilitas kepada PUK SPSI untuk
meninjau angota-angotanya vang bekerja di perusahaan
dengan memberitahukan terlebih dahulu képﬁda
pengusaha/wakilnya.

2. Untuk keperluan tersebut pada ayat (1) diatas perusahaan
memberikan bantuan berupa tempat dan fasilitas lain
sesual kepatutan.

3. Kepada pekerja yang menjadl pimpnan Unit EKerja SPSI
diberikan dispensasi untuk mengurus anggota-anggotanya
dengan ketentuan sebagai berikut : |
a. Pengusaha memberi dispensasi kepada 2 (dua) orang

pimpinan UE- SPSI selama 1 (satu) jam dalam seharl
untuk waktu yang patut dan sesuai kebutuhan tanpa

mengurangi haknya.
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b. Pengusaha memberikan dispensasi kepada pihak UK SPSI
vang memenuhi panigilan deri pemerintah dengan bantuan
biaya dari Perusahaan.

c. Pengusaha memberlkan dispensasi kepada Pimpinan UK
SPST untuk meningalkan pekerjaannyn guna mengikuti
koferenai. kongnres. pendidikan  ketenagakerjaan.
rénstarsn dan lain-lain sehubungan dengan fungsinya
dalam organiszasi SPSI. kepadanya tetap diberikan wupah
dan hak-hak lainnya sepenuhnya.

4. Penguzaha wmenvediakan ruangan vang layak dan terpisah
wmtuk  Kantor Unit Kerja SPSI, apabila dalam hal ini
rengusaha belum dapat menyediakan ruangan tersebut maka-

pengusaha memberikan ganti Beéwa ruangan sebesar Rp.
15Q00.~ per bulan.
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o

BAB I
UMOM

Pasal 1
PENGERTIAN ISTILAH

Yang dimaksud perusahaan dalam Eesepakatan ini adalah
Perusahaan PR. “Djagung Padi” Malang Y&né berkedudukan di
Kota Madya Malang ‘ &

Yanﬂ‘dimakqud dengan lingkungan perusahaan dalam Kese-
pakatan adalah keseluruhan tempat yang berada dibawah
‘penguasaan/pemilikan perusahaan yang dipérgunakan untuk
kepenfingap/aktivitas perusahaan.

Yang dmaksud dengan KEKB dalam Kesepakatan ini adalah
segalh ketentuan yang mengatur tentang hubungan keria,
syarat-syarat kerja, tata tertib kerja, hak dan kewaji-
ban serta pemberian Jjaminan sosial antara Pihak perusa-
haan dan pihak karyawan sesuai dengan ketentuan, perat-
uran dan perundang-undanga vang berlaku serta dengan
mempgrhatikan kemampuan perusahaan.

Yang ' dimaksud dengan pimpinan perusahaan (pengusaha)
dalam kesepakatan kerja ini adalah mereka yang karena
premilikanya atau karena Jabatannya mempunyai
tugas/wewenang memimpin, mengatur dan menentukan kepu-
tusan dan kebijaksanaan perusahaan baik keluar maupun
kedalam.

Yang dimaksud dengan karyawan dalam kesepakatan ini
adalah mereka yang mempunyai hubungan. kerja dengan
pimpinan perusahaan untuk me lakukan suatu
peke:ﬁaan/proses produksi dengan menerima imbalan/

konpensasi berupa gaji atau upah.

L e TR
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(6 )

Yana dimakesud dengan pekerija dalam Kesepakatan inl
adalah semala kegiatan baik vang telah atau gedang dan
vang akan dilakukan oleh karyawan atas perintah dan
ateu persetujua pimpnan peruseshaan demi kepentingan
perusahaan.

Yang dimaksud densgan hari kerla den jam kerds dalam
kesepakatan ini adalah waktu kerja vang ditetapkan olzh
perusahaan berdasarken peraturan dan perundang-undangan

vang berlaku.

Pasal 2
STATUS DAN PENGOLCNGAN EARYAWAN

Status karyawan dalam perusahaan dibedakan sebagai

berikut:

a. Karyawan untuk waktu tertentu disebut dengan status
karyawan musiman/borongan/kontrak.

b. Karyawan untuk waktu tak tertentu disebut dengan
statue karyawan tetap. s
Pengrolorngan karyawan diklasifikaslkan dari
tingkat/jabatan terendah sampai dengan Jjabatan terting-

gi (pimpinan perusahaan).

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN EKARYAWAN

(1). Hak-hak karyawan meliputi :

a. Menerima imbalan berupa gaji/uﬁah dan tunjangan-

tunjangan atas pekeriasan vang telah/akan dilakukan.

b. Mendapat istirahat/cuti.

c. Mendapat bantuan/tunjangan/jaminan pemeliharaan

4
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d. Berorganisasi/berlembaga sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.

e. Meﬁerima perlindungan/jaminan atas kecelakaan kerja.

f. Menyampaikan usul/pendapat atau saran positif demi
kepentingan perusahaan. )

g. Mengadakan pemutusan hubunga kerja.

(2). Kewajiban-kewajiban pekerja meliputi :

a. Melaksanakan tugas/perinta secara layak sesuai
peratuen dan tata tertib yang berlaku di perusahaan.

b. Memberikan keterangan secara jujur baik tentang diri
pribadi/keluarga/tugas pekerjaan ;kepada pimpinan
perusahaan atau pihak lain yang berwenang

Q. Bekerda dengan baik dengan rasa tangung Jawab, dapat
bekerjasama, Jujur dan berdisiplin tlnggi terhadap
atasannya atau teman sekerja. |

d. Menyimpan segala sesuatu/keterangan/dokumen vang
dapat dikatagorikan sebagai rahasga Jabatan/rahasia
perusahaan yang diketahui atau didapat dari/karena
Jabatannya atau pergaulannya diperusahaan. A

e. Selalu menjaga keseponan, kesusilaan norma-norma
rergaulan baik dengan atasan maupun dengan teman
eeﬁepdanya dilingkungan perusahaaﬂ.

f. Menjaga dan memelihara kebersiha, ketertiban. kein-
dahan, keamanan, kenyamanan serta keramah tamahan,
dilingkungan kerjanya serta berusaha mencegah ke-
muﬁgkinan timbulnya hal-hal yang dapat membahayakan

dan atau merugikan perusahaan dan 'dari karyawan

sendiri. - P

oG s o R
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(2).

. Memelihara dan mengauinakan semua willk perusahaan

vang dipercayvakan kepadanya dengan sebaik-baiknyva.

. Hadir dan pulang/meninggalkan tempat kerja sesguai

dengan waktu Jam kerja dan progoecdur vana Lelah

ditetapkan oleh perusahann.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PRERSAHAAN

Hak-hak dan Perusahaan meliputi -

a.

Q

T,

Memberi perintah/tugas pekerja kepada karyawan
prosees produksi dan/atau proses operaéional perusa-—

haan di dalam ataupun diluar lingkungan perusahaan.

. Memberikan motivasi ke arah reningkaan prestasi

kerja kepada karyawan sesuai standart kerja yang
ditetapkan dalam Job Diskription maupun S.0.P vang
ditetapkan.

. Menetapkan sistem hubungan kerj. syarat-syarst

kerja, tata tertib kerja, dan pemberian jaminan
eoslal denwan memperhatiken peraturan dan Perundang—

undangan yang berlalbu.

. Menerima. menempatkan dan memindahkan karvawan dari

satu bagian/jabatan tertentu ke bagian/jabatan lain

di lingkungan perusshaan.

. Mengalihkan hak kepemilikan dari/ke

perusahaan/lembaga lain.

Mengadakan pemutusan hubungan kerja.

Eewajiban-kewajiban Perusahaan meliputi :

a.

Memberikan imbalan berupa gaji/upah atas suatu
pekerdaqn vang dilakukan karyawan dan memberikan

tunjangan-tunjangan lain sesual dengan ketentuan

y.
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b. Memberikan Jjaminan perlindungan atas kecelakaan
kerja, kematian dan hari tua karyawan sesuai dengan
pefaturan dan perundangan yang berlaku.

c. Memelihara/melengkapi reralatan keselamatan dan
kesehatan kerja beserta petunjuk-petunjuknya sesuai
dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

d. Memelihara/melengkapi peralatan kébersihan, keterti-
ban, keamanan. keindeahan dan kesejukan dilingkungan
rerusahaan.

e. Memperhatikan kesejahteraan karyawan beserta keluar-
ganya.

s Heﬁtaati segala peraturan dan perundang-undangan
vang berlaku, khususnya hal-hal' yang berkaitan

dehnan‘ketenangan kerja di perusahaan.
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BAB 1II
HUBUNGAN KERJA DAN MASA PERCOBAAN

Pasal b5
DASAR PENERIMAAN, PENEMPATAN DAN MUTASI KARYAWAN

Bahwa, dalam setiap penerimaan, penempata dan mutasi
arvawan di lingkungan perusahaan dilaksanakan atas dasar
ertimbangan akan kebutuhan dan kemampuan serta tujuan
,endavagunaan tenaga kerda di lingkungan perusahaan sesual

lengan prerogatif vang diberikan kepada perusahaan.

' Pasal 6
PERSYARATAN UMM PENERIMAAN KARYAWAN

Setiap ©proses penerimaan karvawan bagil calon
karvawen/pencari kerja harus dapat memenuhi persyaratan umum
vang ditetapkan oleh perusahaan antara lain : -
a. Persvaratan administrasi lamaran pekerdjaan.

b. Lulue ujian/masuk Jjabatan yang diperlukan.
o. Bersedia mentaati dan me laksanakan peréanjian kerda/
peraturan perusahaan/kesepakatan kerija bersama vang

berlaku di perusahaan

Pasal'T
MASA PERCOBAAN

L}

) Hubungan kerja mulai timbul setelah perusahaan menerima

karvawan dan menentukan saat dimulainya' suatu peker-

jaan.
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2. Apabila seseorang melamar diterima sebagal karyawan

maka kepadanva berlaku ketentuan masa percobaan yang

diatur dan ditetapkan sebagal berikut

a.

A,

4]

Masa percobaan ditetapkan untuk Jjangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sedlak ‘karyawan vang
bersangkutan mulai bekerja di perusahaan.

Karvawan vang menjalani masa percobaan harus diberi
tahu +terlebih dahulu saat dimulainya pekerjaan
tersebut berlaku baginva. : '
Pehgawasan dan penilaian selama mésa percobaan
dilakukan oleh atasan/kepala bagidn masing-masing.
Hééil penilaian selama masa percobaan dapat menentu-
kan hubungan keria untuk selanijutnva.

Selama dalam masa percobaan, masing-masing pihak
dapat memutuskan hubungan kerjanva setiap saat tanpa
avarat. :

Karyawan yang telah dapat menyelesaikan masa perco-
baannya dengan baik, dapat diangkat menjadl karvawan
sesual dengan Jabatan/golongan vang ditetapkan oleh
pe?usahaan. ;
Pasal 8

PENEMPATAN KARYAWAN

Penempatan karyawan dilakukan sesuai dengan tuntutan

seravaratan suatu Jabatan/pekerjaan tertenﬁu, kebutuhan

serta kemampuan perusahaan.

o
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Pasal 9
MUTAST /PEMINDAHAN KARYAWAN

(1\.1Mut&$i kar?awan dari suatu  haglian/jabatan ke
b%gianfﬁabatan lain atau isuatu tempat k= tempat lain di
linﬁkpnﬂan aktivitaes perusahaan adaish menjadi wewe-
nang-hak pimpinan perugﬁhgan.

(2. Mutasi,pemindshan karvaﬁan tersebut rpads avat Iy
diatas tidak Dboleh meqﬂebabkan penghasilan karvawan

vane bersangkutan mendadi berkurang.

BAB IIT

Pazal 10
HARI KERJA, WAKTU RERJA, 'I3TIRAHAT DAR HARI LIBUPR

i

(1). Hari keria dan waktu kérja.

rari kards  biage veir beelsku di perusahaan adalah
mulai " harli Senin saQDai dengan hari Sabtu selama 6
{zpam)  hari dalam semingu dan dengan berpedoman pada
vndang-undaneg No. 1 fahun 1951 meka lamanva waktu keria
bhaei sétiap karvawan;%idak lebih ‘dari 7 jam sehari atau

40 (empat puluh) ﬁamjaemimﬁqu dengan ketentuan sebagai

herilkut _
. = Hari Senin 4/d Wamieg . : 08.00 s/d 12.00
Tetirshat: ] : 12.00 a/d 13.00

a ‘ s 5 e 13.00 8/d 16.00
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- Hari Jum”at : 08.00 s/d 11.00
Istirahat : 11.00 s/d 13.00
13.00 &/d 16.00
- Hari Sabtu 08.00 =/d4 12.00
Istirahat : 12.00 s/d 13.00
13.00 a/d 15.00

(R

(2). Waktu istirahat dan Cuti.

Karvawan vang telah mengadskan hubungan. kerja dengan
perusahaan memperoleh hak istirshat dan cuti sebagai
‘herikut ‘

a. Istirhat Mingguan.

Keﬁada setiap karyawan yvang telah bekerja selama 6
(enem) hari berturut-turut diberikan waktu istirsahat
mingéuan selama 1 (satu) hari. Wéktu istirahat
mingguan bagi setiap karyawan diatur oleh perusa-
haan. '

b. Cuti Tahunan.

- Karvewan yang telah bekerja selsma 12 (dua belas)
bulan bertuurut-turut diberikan waktu istirahat
(eutil) tahunan selama 12 (dua beias) hari.

- Pengambilan cuti tahunan dapat sekaligus atau
dibarl dalam beberapa bagian waktu.

- Karvawan vang hendak mengambil cuti tahunannya
diwajibkan mengajukan permohonan kepada pimpinan
perusshaan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum

cuti tersebut'dipergunakan.

D e e 00
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- Papusahaan dapat menanzguhkan pelaksanaan cuti
calner  baal seorang karyawan untuk waktu tidak

i2bih dari B (anam) bulan bila perusahaan Ineng-

menvel zdaikan pekiriaannva.
- tapbila kapvawsn tidak mengambil cuti tahunannysa
ada  mass berlaku%va Auti terssbut, maka hak cutil

makunanr s uanr |

Tatirahat Pazda hari Bassr/Libur Resmi.

- —— s ——

Set1sp  karvawan pads hari besar/libur reemi  berhak
mendzpatikan iatirzhizt dengan mensrima upah. Dalam
Fesdsan tertenty  maks  perusahaan  dapat  meminta
tepads kapvawan untuk beakeria pada haril besar/iibur
resmi  untuk kepentingan dan lanearnya jalannva
~pevasicnel dzbgan memperhatihasn peraturan dan
peruadang-undandan  vang barlaku dan astelah menda-
patka ijin vevvimsanean waktu  keria dari Kantor

herartemen Tenags Keris Kota Madya Malang

Pagal 11

LINGKUNALH HTTUP, KESELAMATAN TAH RESEHATAN KERJA (K - 3)

.
L
L )

Ferngahaan manst aolkan hahwa  petiap tempat keria
terdapat ketenﬁnam vang WEﬁzatnr tentang ketertiban.
ksbhersihan. kzamsnam:‘kéindﬁhn. ltasejukan dan lkeramah
tamehen. Dalam hal iai perusgahadn menvediakan peralatan
dan perlengkapsn untug mﬁnUnﬁanﬁ=maksud diatas sesuail

dengan kemampuan perusanaan. Karviwan diwajibkan untuk
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Lkut memelihara/mempergunakan peralatan tersebut dengan
sebaik-baiknya dan penuh rass tangung Jawab.

Setisp karvawan wajib memperhatikan/mentaati/melaksana-
kan cetunjuk tentang kebersihan, ketertiban, keamanan,
kesaiukan dan keramah tamshan serta keselamatan keria
di tempat kerja masing-mesing.

Setisp karyawan selama menjalankan tugasnya wajib
meniz@a keselamatan dirinya dan keselamatan karyawan
lainnya dan wajib memaksi alat-alat keselamatan keria
vang telah disediakan oleh perusahaan serta mengilkuti
semua patunjuk dan aturan vang berlaku.

‘Setiap karyawsn vang menjumpai hal-hal yang dapat
membahavaksn dan atau merugikan bail terhadap dirinya
maunuﬁ terhadap orsng lein dan perugahaan, harus segera
melaporkan hal tersebut kepada atasanya/pimpinan peru-
sahaan.

Diluar *wektu kerja yang ditetapkan oleh perusahaan,
setiap karvawan tidak diperbolehkan memakai/menggunakan
alat-alat perlengkapan keria milik perusahaan untuk

keperluan pribadi dengan dalih dan alasan apapun.

Pasal 12
ETIKA KERJA

Setiap karvawan dalam melaksanakan pekerjaannya, baik

dalam maupun diluar lingkungan perusahsaan. wajib selalu

enjunjung tinggi nama baik rerusahaan serta selalu mengin-

at

dan berpedoman pada nilai-nilai kesopanan. ketertiban

lan kesuesilaan.
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Fagal 13

IGVIRAHAY HAID DAN CUVI WAMIL

Radi karvawan wanita vang sedang haid dabﬁt diberikan
wahtu istirabut karena haid dengan menerima upah penuh.
vaitu pada saat haid pertama dan hari kedua waktu haid
Jika karvawan tersebut memberikan kepada perusahaan
denran alasan vang dapat diterima.

Karvawan wanita vang tetap vang sedana hamil dan akan
melahirkan wmaka kepadanva diberikan waktu cuti hamil
darl perusahaan selama 1% bulan sebelum dan 1% bulan
seAudah melahirkan atsu gumur kandunpgan dengan menerima
upah

RBagl karyawan wanita vang akan nenggmmakan hak cuti
hami Inve ‘maka diwaqjibkan kepadanva untuk menpgajukan
rermohonan  secara resmi  kepada pimpinan perusahaan
denpan melampirkan surat keterangan Dokter atau Bidan

vung merawaf:.

Pasal 14 '
LARANGAN-LARANGAN BAGT KARYAWAN

Setiap karvawan dilsrang wemakai/mengelnarkan/memin,)am—-
kap /mengmunakan barang-barang milik verusahaan wuntuk
kepentingan pihak ketipa tanpa aeiiin rimpna perusa-
haun

Setiup kurvawan dilarang melakukan pekerjaan yang bukan
tunasnve atau memasuki ruangan lain vang bukan bagianva
kecuuli atus vperintasizin atasannya atau primpinan

Twerusahsaan .
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(3). Setiap karyawan dilarang meniual/memperdagangkan barang
berupa apapun atau mengedarkan poster vang tidak ada
hubunganva dengen kegisan perusahaan tanpa peizin
pimpina perusahaan.

(4). Para karvawan dilarang minum-minumen keras, mabuk

ditembat kerja, merokok., melakukan segala perjudian dan

pertengakaran atau perkelehian dengan sesama karyawan
atau dengan pimpinan perusahaan dilingkungan tempat
kerjz di perusahaan.

(5%, Setiap karyawan dilarand membocorkan keteranga/dokumen
dan informasi lain yang dapat atau patut dikatagorikan
'sebagai RAHASIA PERUSAHAAN yang diketahui dan atau yvang
didapatnva karena tugss/jabatan di perusahaan.

(8). Setiap ' karyawan dilarang membawa sendata api/tajam ke
dalam lingkungan tempat kerjanya di pérusahaan.

(7). Setiap karyawan dilarang melakukan tindak/perbuatan
asosila. melanggar norma-norma adat dan agama baik di

dalam meupu diluar lingkungan perusahaan.

Pasal 15
' PELANGARAN TATA TERTIB YANG DAPAT
MENGAKIBATKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

(1. Setiap karyawan yang melakvkan pelanggaran terhadap
tzta tertib perusahaan atzu melanggar huku yang dapat
menhshayakan/merugikan perusahasn dapat dikenakan
eenkesi Pemutusan Hubungan Kerda oleh perusahaan dan
Ailskesnakan sesuai peraturan dan perundang-undangan
veng berlaku (U7 No. 12 tehun 1984 Jo. Permenaker No.
04 /MEN/1996).
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Berdasrkan  Peraturan Menteri Tenaga Keria tlo. Per.

O3RN A1838 Langeal 14 Pebruarl 1998 maka vang termasuk

PRiaougaran beral antara lain sebagai berikut -

B

b

d.

h

Penouriasecengge lapain/spenipuan.

Ppnsuniayaun renaiisaha/keluarga pengusaha/t.eman
Herenria.

Memikat penausaba/keluarga pengusaha/sesama karyawan
untnk berbuat melansar hukum atau berbuat kejahatan
Tainnya.

Ceroboh/merusak deugan sengaja terhadap milik harta
ner-usaliaar .

Memberikun keterangan palsu tentang status dirinva
atsu tentans bal lain terhadap pernsahaan atav pihak
berwernang/berwaiib.

Mengancam/menghina secara kasar tehadap
penfuaahaskeluarge pensusaha atau sesama karyvawan.
Membongkar,/membocorkan rahasia pernsahaan terhadap
hak perngahiaan tanpa mendapat izin dari
perusabaan/pimpnan perusabaan.
Mabuksberjudi/berkelehi di lingﬁunﬂan tempat kerja/

di lipgkungan perusahaan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

i 1y B

LE ) s

(19 )

BAR 1V
PENGUPAHAN

Pasal 18
PENGERTIAN UPAH

Upah adalah zuatu imbalan/konpensasi dalam bentuk uang
vana diberikan pengusaha kepada karyawan berdasarkan
nilai/harga dari pangkat. jabatan dan prestasi karya-
wan.

Upsh terdiri dari komponen upah pokok dan tunjangan-

tunjanan tetap.

Pasal 17
SISTEM PENGUPAHAN

Sistem pengupahan vang kini dilaksanakan oleh perusa-

haan diatur dan ditentukan menurut jenis kepangkatan, Jjaba-

ta/

a.

golongan pekerjaan karvawan sebagai berikut
Untuk 'karyawan tetap (bulanan) upah minimum sebesar Rp.
499.900.- per bulan dibayarkan pada tiap-tiap shir bulan.
Untuk karyawan tetap (harian) upeh minimum sebesar Rp.
90.000,- per hari dibeyarkan setiap pada mingu atau sepu-
luh hari sekali.

. Untuk karyawan harian lepas upah minimum sebesar Rp.

12.000,- per hari yang dibayarkan pada tiap-tiap semingu

atau sepuluh hari sekal.

Pajak atas upah adalah menjiadi tangungan karvawan.
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Pasal 18
STRUKTUR (JPAH

Struktur upah dapat dibedakan antar upah pokok dan
tunjangan-tunjangan seperti : tunjangan jabatan, kemahalan,
makan. transport dan sebagainya yang diberikan dan ditetap-
kan secara ruﬁin dan berkala oleh perusshasn sebagal kompo-

nen penerima upah karyawan.

Pasal 19
PENINJAUAN UPAH

Kenaiﬁén upah tidak dilaksanskan secara otomatis cleh
perusahaan tetapi berdasarkan pertimbangén—pertimbangan
prestasi dan kondite kerda masing-masing karyawan atau atas
dasar ketentuan Peraturan Pemerintah yang berlaku dan hal

ini aksn diadakan peninjaan setiap setahun sekali.

Pasal 20
UPAH KERJA LEMBUR

(1). Apabila perusahaan memerlukasn berdasarkan ijin kerda
lembu} dari Kantor Departemen Tenaga Kerja KotaMadyal
Malang & maka karvawan bersedia untuk melakukan kerja
lembur. :

(2). Keriai lembur dilakukan atas perintah pimpinan perusa-
hasn demi kepentingan sebagai berikut

a. Menyelesaikan jadwal pekerijaan.

L. Teriadi penimbunan pekeriaan
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Keadsan - darurat/forco mavor seperti : kebakaran,
peledakan:' @empsa’ tumi. baniir dan sebagainya vang
dapet memb§havakan /‘merugikan perusahaan atau masva-
rekat umum. A

M=neruskan tugas keria BECArA shif karena
patugas/karvawsan panggantinva  belum hadir/tidsak

adir.

Parhituncs upah lembur dlilakuksn seguai dengan keten-

tuan iiin lambur vsng berlaku vaitu :

-

H.

Fzria lembur rada hari kerjs biasa dihitung untuk
iam  lawbur pertams.  dipavar gebssar 1 x % x upah
s=iam dan untuk 3jam lembur selebinva dlbayar 2 x
upah gadam,

Ferda lembur pads hari istirahat minsguan atan heri

rava reami dlhitowz

~

1. fatul: zetiar dsm unbuk batss 7 (tuduhd) jam atau ©
flima) fam apabila hari rava tersebut jatuh pada
reprdl keria tervendek delam 68 (=nem) hari keria

azminggu mska dikbsvac 2 x upah zedam.

5

~-

S, Untuk dom kerds pertama eelekihnva 7 (tujuh)  dam
stau 5 (lima) Adm spakila hari rava teraebut
jatuh  psda hari ksria terpendszk dalam 6 (enam)
hari keria gemings meka dibavsy 3 x upsh sedam.

Tatuk dsm kerin Fedua seteleh 7 (tuduvh) ram =an §

(53]

t1imsy dam arparila hari raya teyashut jatuh pada
hari kepria terpendel dalam & ‘eram) harl kerda

seminggm nalka Aihavar 4 x upah ssjem,
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(1),

(2).

(3},

{ 2%

0

. Perhitungan urah bilasa sejam sebagal berikut
UUpah bulanan = 1473 % upah sgebulan.

Imah herian = 3/20 x upah harian.

"

flpah borongan/muaimen 1/7 upah rata-rata sehari.

Bagi liarvawan vang tidak dapat menjalankan perintah
kerisa lembur karena alasan vang tidak dapat dihindarkan
maka terlebih dahulu karvewan vang bersangkutan harue
membaritahukan/minta izin kepada atasanya/pimplnan

perusahsan,

Pasal 21
TJIN MENINGALKA PEKERJAAN DENGAN HENDAPAT JPAH

Perusehaan dapat memberikan ijin kepaaa karyvawan untuk

meningalkan pekerjsan dengan mendapatkan upah apabila :

o

Parnikahan karyawan sendiri 2 hari kerlja.

o

Pernikahan anak karyawan 2 hari kerda.

0

Khitanan/pembabtisan anak karyawan 1 hari kerda.

1 Sugmi/istri/anak/org tua/mertua karyawan meningal
dunia 2 hari kerja.

Baagi karyawan vang memenuhil panggilan/tugas kepentingan

bangsg/negara/pemerintah berdasarkan peraturan perun-

dang -undangan yang berlaku, diberikan ijin secukupnya

dari perusahaan dengan mendapat upah.

Idin‘ meninggalkan pekerjaan tersebuf harus diperoleh

terlebih dahulu dari perusahaa kecuali dalam keadaan

, mendesak bukti-bukti terzsebut -dapat diajukan kemudian.
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Pa=z=sl T2
IJIM MENINGALKAﬂvPEKERJAAN TANPA MENDAPATKAN UPAH

Atzz  dacur p%rtimbanaan—nertimbannan rerusshaan ijin

m

maninzgalkan pakeriaan Jdilusr lketentusn terssbut dalam pasal
23 dapet diverikan tanpzs mendapatlan upsh.
Pasal 23

JPAH SELAMA DITAHAN/SCHOR:ZING

(1). Bazi lrarvasan yang dituvduh tersanaka psrkara dan dita-
han oleh pihak vane harwaiib atas kehendalk perusahaan
‘den helum ada keputusan pengedilan maka zelama ditahan
upshnva  dibavar £ % untul jangka wsktu paling lama
Hilenam) hulan.

{2y, Tilin  skervara vanag ditahan tersebut mepurut keputusan

rergadilan terntata teavbuktd tidalk barsalah maka rembha-

re
A

-

e

ran Rekuransen upahnva salame ditszhan akan dipenuhi
gekaliene,

(2:, Tike manurat lkeputusar pengadilsn karvawan dijafuhi
hukﬁman kurungan veniara karena terburFti bersalah maka
meruzahasn akan menzadakan tindakan Fenntusan  Hubungsan
Kerdapva  dan dilakaanslkan mesuarut Petentuan peraturan
Parvndang-undengan varig harlaku,

47, Zetiasw karvewan vang m=lalwlrAn malangsaran tata tertihb
keria merusshazan atan malzkuksn pelansaran vang dapat
meEnZancam nama bsilk  memlb-ahawvakan atan merusikan peru-
@anzsn  dan dikenzks tindﬂkaﬁleamkai‘ﬂcheraina upahnva

Albavarkan 650 % untuk Sanale waltu reins lama 1 (s=atu)
v

tmilsn zambing mEninzan Farubuzar P4 ['aerah/Pusat

1
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RKarvawan yvang ditahan oleh vang beraiib buka leh karena

pencaduan  Jdaril perusahaan tidak mendapat upash. Bagi
kelusrga vang ditinggalkan dibsrikan tuniangan sebagai
berikut

¥ Untuk ietri = 2h %.

# Untuk istri + 1 anak = 28 %.

* ntuk igtri + 2 anak z 45 %

+ Untuk ietri + 3 anak =%,
Lamanvs peinbayarsn tundangan 4 (empat! hulan dan sete-

¥erija  rkarvawan

lah lawat 4 (@mpat) bulan maksx hubunzan

vans bersangkutan diputuskan Hubungan Kerjanya menurut
U Ne. 1271964.
Pagal 24
UPAH SELAMA SAKIT

Karvawan tetap vang menderita sakit ‘berkepaniangan
/melebihi  dari satu bulan dengan dibuktikan surat
keterangan dari Dokter dan s=zlama 'sakit tidak mampu
bekei% maka pembayaran upahnya diatur dan ditetapkan
sebagal berikut :
a. 1 =/d 3 bulan sakit, upahnya dibay=ar 100 %.
L. 2 s/d 8 bulan sakit. upahnyva dibayvar 75 ¥
c. 8 a/d @ bulan sakit. upahnya dibayaf 50" X5

8 a/d 12 bulan z3akit, upshnva dibayar A o
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Jiks  kervawidn a2skit mslebihi janzks waktu 1 (satu)
Falun den berdaserkan 2urst keteranzan Dekter dinveta-

kan tidak mampa lazi fielskubkan pekerissn meka denzan

partimbangan’ teyzetnt ¥rvn_an an &izan eelakulken Pemu-

tagan Huhun»an herﬁ&nna der, Allskzanzkan dzagan mengsu-

1
nakan progedure nsfzturza Perund:ng-undanzan  vang
herhaliu,
\
Fagal 285

TURJANGAIL HARI RAYA KEAGAMAAN

Fada tiap-tisp haril reve ksagamaen menurut agamanysa

karvawan masing-masing. Paruzehasn akan memberilan tuniangan

tentansa r“r‘an mn hari rsve k

4 18

hari reve kaagsfiaan kerpeda karvawsn vang maravakan hapri rava
menurut  saszmanya  yvand dalqn elaltzanaannys diatur sesuai
dengan Peraturan Henﬂari"T&n " Keris Hao., Par, 0D4/MEN.10D4

-4 !Tl

ﬂn

Tig = D!
z .,l.--f_t]: =&

TINJANGEN BELAJ2R/REEREASI [-\N LAR RAGA

Pzruszsahaan  berkswajiban mem&effkap/menvelenggarakan
panataran P4 dan HIP bhei pekerda. .ﬁ

Berdazarkan kebutuhan Derusahaan‘ ke§déan karyvawan-
karvswan hu]anan/hariamr v mﬁmén%hi svarat-svarat
diberikan vrioritsa= uwtuk-men%ikﬁti\\pendidikan. job
training, pelatihan, penataﬁéhidaﬁ sebﬁgainya dengan

biava ditangung cleh rerusahasn. \\
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Sesual dengan kebijaksanaan dan kemampuan perusahaan
memberikan fasilitas kepada karyawannya untuk mengada-
kan 1rekreasi, pertandingan olah raga dan sebagainva

dengan biaya perusahsan.

BAE V
JAMINAN SOSIAL

Pasal 27
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Peruzahaan mempertanggungkan karvawannya dalam Program

Jamsostzk sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 3 tahun

1992 ke PT. Jamaostek (Perszero) Kantor Perwsakilan  Malang

Pasal 28

TUNJANGAL KEMATIAN BUKAN LEH KARENA KECELAKAAN KERJA

i

Aprshila seorang karvawan meningal dunia bukan karena
kecelakaan kerja. maka perusahaan akan memberikan sum,
bang=an kepada ahli warisnva densan ketentan sebagai
berkut

Inah dalam bulan yvang sedang berjalan.

a.
b. Sumbangan ongkos penguburan sebesar Kp. 50.000,-

0

. Uang duka atau uang pengabdian karyawan yang besar-
nvé serendah-rendahnva sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI HNo. 04/MEN/1986
tentang penetaﬁén uang pesangon, uang Jjasa dan ganti
rugi.

d. Ssntunan dari PT. Jamsostek (persero) apabila telah

meniadl peserta Jamsostek.
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(2). Apabila karvawan bulanan meningga dunia. maka peErusa-
haan memberikan kerada anggota keluarganva yvang diting-

2alkan barupa

5. 0 =/d 1 tahun = 2 bulan upah brutoc.
b. 1 s/d 2 tahun = 3 bulan upah bruto.
¢. 2 8/d 3 tahun = 4 bulan upah bruto.
d. 3 s8/d 4 tahun = 5 bulan upah bruto.
e. 4 s/d 5 tahun = 6 bulan ursh bruta.
| f. 5 tahun keatas = 8 bulan upah brute + jdasa 1 bulan

gajl per 5 tahun.
(3). Apabila vang meningal dunia bukan karvawan parusahaan
memberikan bantuan onakos kubur minimal Rp. 25.000.-
(4). Dalam hal karvawan atau keluarganya meninggal dunia di
rumah eakit, maka perusahaaana memberikan bantuan
berupa biava pengangkutan jenazah dari dari rumah sakit
ke rumsh’ duka. dengan catatan bahwa, keberadaan dirumah

atas perintah Dokter vang dituniuk dalam program Jam-

aratak,

Pasal 29
TUNJANGAN BERSALIN

5 W Disamﬁin? ketentuan vang ditetapkan berdasarkan program
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Jamsostek, maka kepada
karvawan atau ietri karyawan yang melahirkan perusahaan
memberikan bantuan biaya sebesar Rp. 50.000,-

(2). Bantuan dimaksud pada pasal 29 ayat (1) ini terbatas 8

gampal pada kelahiran anak vang ke II (dua).
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(2),

o L

(4).

-

Pzzal 20

" FROGRAM KELUARGA BERENCANA

Frogram Keluarga Berencana adalah merurakan salah satu
bagian untuk menunjang peningkatan kesejahteraan karva-
wan untuk itu perlu adanva peran aktif dari pihak
karvswan maupun perusahaan.

bahwa untuk pelaksanaan program Keluarea Berencana di
perusahaan perlu adanva unit/person vang menanganinva
Zecara lanrksung.

Dntule kelancaran program tersebut perusahaan akan
membentu sesuai dengan kemampuan vane ada di perusa-

haan.

w0

1
-

Pasal

KOPERASI KARYAWAN

Dalam usaha peningkatan rrodukiitas keria perlu diupa-
vakan reninagkatan keesejishteraan karvawan.

Jalah  satu untuk menunieng kearah reningkatan kese-
dehteraan karvawsn disamping unsur upsh verlu digalak-
kan adanva koperasi karwvawan sebagai wadah pegembangan
neahs bersama.

Perusshsaasn sangat berkerentingan untuk memberikan
doronean  dan bantuan sesvai kemampuan dan  urgensinva
agsr koperasi karyawan dapat berkembana dengn baik demi
ke=siahterasn hersama, '

Banatuyan dapat berupa bantusn modal. bimbingan teknis.
manag=men dan lain-lan wvang diperlukan karvawan untuk

menislankan ibadahnva.
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Cetisp karvaws mempunyvai kebebasan untuk menganut ageama
serta kepercavaan vang divakininva dan menjalankan
ikadan szsuai agama dan kepercsvaan masing-masing.

Pengusaha menvedisksn tempat »uangan untuk ibadah serta

memherikan waktu vang diperlukar karyawan guna meniala-

kan ibadahnva.
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BAB VI
PEMUTUSEN HUBUNGAN EERJA

Pasal 33
PEMBERIAN SURAT PERINGATAN

Perusahaan dapat memberikan surat peringatan tertulis

kepada setiap karyawan vanag melakukan pelanggaran tata

tertib perusashaan antara lain sebagai berikut :

a. Sering datang terlambat atau pulang mendahului waktu

vang telah ditentukan.

h. Tidak mematuhi ketentuan-ketentuan keselamatan kerija

dari étasan.

:. Menclak perintah yang layak.

o

d. Melalaikan kewajiban secara serampangan.

. Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun

o

dicoba dimana-mana.
Kepada karyawan vang melakukan peiangaran tata
perusahaan akan diberikan surat peringatan
tertulis yaitu :
¥ Surat peringatan I
* Surat perineatan II

% Surat peringatan III

telah

tertib

secara

Surat. peringetan tidak perlu diberikan menurut urut-

urutannya, tetapi dapat dinlai dari besar kecilnya

pe langaran/kesalahan vang dilakukan oleh karyawan.
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Mamipg-aasilas  aoral peringeban moaeitiyal mag:  ber Lalou
actema S (enamn) balan ﬁ&h apabila Vv ormla yany e
Aungiutan mazih melukukan j=langgaran lagl mara perasa--
haaa  dereail Mbamboebhon MWadpoeas densas Laraprswan  yang
prrsaagiuban  dan Adileslsanakan sesuai  dangan prossdur

wecvpn b ondana-unduoe No.o 12 tahma 2963 Jo. Yeroanakor

Ne . fae. OIMBN/Z 19906,

HARKRKEIR

Apabila karyvawan tidzal masuk kerja Ltanpa alasan vang
dapal dilberiva oleh vecasahsan. make Rarvawasn tersebut
dianagap maaghirc.

|

Apabila karvawan mangkir gelama H {(lima) hari berturut-
tarat.  haryvawan teresbut dinsatakan bteish  mensuadurkan
diri dan akan dirroses zezsual dendean prosedur Undang-
ndane Ho. 12 cabuan 18981 Jo. Permaanaker tlo. Per.

03,/ MENAD6E

ACHOREBEING

Sechorsing  dapat diktenakan kepada setiap karvawan yéng
melalukan pelanogaran terhadarn tota tertib kerja atau
tidokr menjalankan kewsiiban sabagaimana mestinya atau

Lindskan vang merungikan persusahaan.
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(2). Jangka wak%u schorsing wpaling lama 1 (satu) bulan
kecuali wmenungsi  dari keputusan P4 Daerah/Pusat dan
selama 1Jin Pemutusan Hubungan Kerja belum diberikan
maka schorsing dapat diperpaniang paling lama 6 (enam)

bulan dan upah dibayar 50 % dari gaji.

Pasal 36
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

(1). Bagi karyawan yang telah melakukan pelangaran berat
atau telah diberikan surat peringatan ke tiga/terakhir
masih melakukan pelangaran lagi maka perusahaan dapat
mermtuskan hubungan kerjanya dan dilakukan sesuai
dengan prosedur Undang-undang No. 12 tahun 1964 Jo.
Permanaker No. Per. O03/MEN/1286.

(2). Bagi karyawan yang akan mengundurkan diri dari perusa-
haan harus mengajukan permohonan secara'reami sekurang—
Iurangnva 1 (satu) bulan sebelumnya kepada pimpinan
prerusahaan.

Dalam hal vyang demikian pada prinsipnya perusahaan
tidak ada kewajiban untuk memberikan uang pesangon dan
Jasa. namun demikian perusahaan wajib mempertimbangkan
dan menghargai pengabdian karyawan yang telah bekerja
dengan prestasi dan kondite baik sekurang-kurangnya 5
(limai tahun untuk diberikan uang pisah atau uang
pengabdlan yang besarnyva diabtur sebagai berikut :

- Masa kerja 5 tahun s/d 10 tahun sebesar 2 bulan gaji.
- Masa kerja 10 tahun s/d 15 tahun sebesar 4 bulan

gaji. LN

- Masa keria selebihnyva. setingi-tinginva 6 bulan gaiji.
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(5 1 Kptpntuun remberian uane pesangon dan uang jasa sesual
denaan Perabiunran Henteri Teﬁaua Keria RL Ho .
03/HEN/1886 tangal 14 Pebruari 1996 pasal 20 dan pasal
21 adalah sebapai berikut :

a. Besarnyus uang pesangon ditetapkan sekurang-kurangnya
sebagail berikut :
- Masa kerja kurang dari 1 tahun .... 1 bulan upah.
- Masa kerJa | tahun atau lebih tetapi
Earang davi 2 Babom 0L . e e e e 2 bulan upah.
- Masa ker.ja 2 tahunp atau lebih tetapi

Elirani dev) 3 demhuny oo o . d 3 bulan upah.

I

Mass ker.ja 3 tahun atau lebih tetapi
Earung dered W tebhun ... L RN L. 4 bulan upah.
- Masa ker.a 4 tahun atau lebih tetapi
Eivin@iamet & BEban ol el A 5 bulan urah.
b Besarnva wans  Jjasa ditetapkan sekurang-kuranenva

gebagai berikut -

Masa kerjs b tahun atau lebih tetapi
Eurang dari 10 tshun ... ..., s a2 bulan uoaly.
- Masa kerja 10tahun atau 1eb£h tetapi
kurang{osry 157 el L, Y o a s . - 3 bulan upah.

HMasa kerjs 15 tahun atau lebih tetapi

EuranPrdasl 20 Falwes . . Lol T 4 bulan upah.

Masa ker)a 20 tahun atau lebih tetapi

kirang dari 25 tahun ..o, 5 bulan upah.

I
=
w
o
(0}
=
a
i,
o
~N
o
ct
-3
c
=4
1}
ct
o
=4
-
m
o
fur)
=

- 11asa ker.ga 20 tahbun atau lebah ..... 6 bulan upah.
{4). Yane dimauksud dengan upah untuk keprerluan pemberian
uang  pesanfon.  uand jasa dan fanti kerugian  lainnva

adalab
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a. Uang pokok
- Segala macam tunjangan vyang diberikan kepada
karyawan secara berkala dan secara teratur.
- Pengagantian untuk pengobatan dan rerawatan
secara cuma-cuma yang besarnya ditetapkan sebesar
5 % dari upah berupa uang.
b. Uang sebulan adalah sama dengan 25 kali upah sehari
atau 173 kali upah sejam.
¢. Dalam hal karyawan diberikan pengupahan atas dasar
verhltungan satuan/borongan maks besarnya upsh
sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata

aelama 3 bulan terakhir.

Pasal 37
EEEXELESAIAN KELUH KESAH

Apabila terjadi keluh kesah/kekurang puasan dari karya-
wan atas hubungan kerja, syarat-syarat keria dan keadesan
ketenagakeriaan akan diselesaikan secara misyawarah antara
Pimpinan Unit Kerja SPSI dengan pimpinan Perusahaan dan
apabila benar-benar tidak dapa diselesaikan gecara intern di
perusahaan, baru dimintakan bantuan kepada Departemen Tenaga

Keria Kota Madya Malang untuk dapat diselesaikan lebih

lanjut.
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PEUIALAGNIYY DI

Sewmia  perjalaran dines vang diiakukan oleh kKaryuwan
bulanan atas perintah rerusahaan akan ditanggung esepenuhnya
oleh perngahaan dengan catetan karyawan vang bersanskutan
menyaerahean bukbi-bukti penzalusrannya. Biava perjalansoa
meliputi :

a. Biava cranzpozrt ks dan hewmball dard femoan btujuan {(kecuva-

[
11 danesn amsiaraan dainas

S

b. Biay:x viauitypan 4 hetelslosoen.
. Bj%?a hia AL .
d. Uang sabkav. ¢
Kiaw: Litian., dare heovel/lozmern hossrnea nang makan dan
lain-l1sin subvk tiap-tiap solonegzn ¥aryvsisan akan  ditentukan

tergsend o don aacara Lcksla Jitician bordasarkan  gituaal

terakhir.

Tasal 29

i ATORAM PERALTHAN

(1. Jiksa dalam kerlakunya Zesspakavan Kerds Bersama (KED)
ini bkernvata pemerintah menegeluarksen sustu  peraburan
mengeanl ketenngalinriann, cedangkan peraturan Lersebut

wenvenalmt ketentunn di dalam peraturan perusahaan ini.
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(2).

(3).

(4).

(5).

maka perusahaan bersama Pimpinan Unit Kerda SPSI menma-

dakan muayvawarah untuk mengadaltan peninjauan kembali

dan mengadakan penvelesaian 1isi Eesepakatan Keria

Beyzamwa (KEB) ini.

Ketentuan-ketentuan yvang ada di perusahaan yang nilai-

nva lebih tinggl dari isi KEB ini tetap berlaku_ dan

tidalt eakan dikurangl dan sebaliknya apabila nlai KKB
lebih tingial deri ketentuan perusahaarn maka yvang berla-
ku ardalah Fesepakatan Kerja bersama (KIB).

Apabila pernsahaan ini akan dipindahkan  tangankan

fdiaantikan kepada  pemilik  baruv. maka pemilik

lana/venmgusaha lama wa.jib melakukan ketentuan-ketentuan
gererti di bawah ini:

a. Menetavkan dalam svarat pengoperan smatu ketentuan
hahwa syarat-syasrat kerja dan upah tidak boleh
dikurangi, serta masa kerja karyawan harus dianggap
sebagal tidak terputus dan semua perselisihan kete-
nagakerjaan perusahaan itu belum terselesaikan akan
mengikat perusahaan yang baru.

b. Memberitahukan kerada Uni Keria SPSI tentang pémin~
déhan perusahaan itu, terutama mengenal syarat-
syvarat kerja severti veng termaksud pada huruf (a)
dijatas.

Pekerjaan vang =sifatnya berbahaya ditetapkan oleh

Kantor Departemen Tenaga Kerja, dan untuk pekerjaan

tersebut dapat diadakan syarat-syarat tersendiri. dapat

mengikuti petunjuk-petunjuk instansi vang terkait.

Kesevakatan Kerja Bersama (KKB) ini berlaku setelah

mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Departemen

Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur.
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{1)

{2 )

3).

(B S

Uetelah nendapatkan nomor rendattaran hesepakatan Keria
Bevsamu (KKB) Ini  akan ditempelkan ditempat kerija
sehlngga  semuu kurvawan dapat membaca dan memahami

181nhva

BAB V1L
PENUTUDP

Pasaul 4o
WARTU BERT.AKUNYA RKESEPARATAN KERJA BERSAMA

Kesepakatan Kerija Hersama (KKB) ini mulai berlaku

Langegal 01 Oktober 19975 sampai dengan  tangal 30
Serptember -1999:.

Sﬁ]umbut—lumbutnva 1 (sBatu) bulan sebelum masa 1laj
Kerepakatan Keris Bersama (KKB) ani berakhir, kedua

belah pihak dapat. mengajukan rembaharvan Kesepakatan
Rerip Bersgma (KEB) dan apabila tlqu ada penga,juan,

maka Kesepukatan Kerja Bersama (KKB) dipvatakau tetap
berlaku atau diperpaniang untuk Jangka ﬁa&tufil (Batu)

Labun lagi. ; o

Pemberltahuun mengenal pembaharnan Kesepakatan Keria

Bersams (KKB) sebagai mana dimaksud dalam ayat 2 (dua)

dlatas harns dilakukan dengan surat. kepada pihak vang
lain  dennan disertai catatan-catatan lengkap mengenai
Perubahun-perubahan dan atau tambahan-tambahan dari

Reuenakatan Ker,ja Bersama (KKB) vang dikehendaki oleh

Y4ne bersangkutan untak tahun-tahun berikutnya.
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(4). EKedua piﬂak terixat/bertangung jawab dan menjamin
sepenuhnya akan berlakunya semua ketentuan-ketentuan
dalam Kesepakatan EKerja Bersama (KKB) ini dengan
tertib. _ '

(5). Apabila terjadi perselisihan paham yang timbul dalam
melaksanakan Kesepakatan Kerja Bersama (KEB) ini,
maka oleh kedua belah pihak akan segera dirundingkan
sebaik-baiknya dalam semangat kerja sama, musyawarah
dan mufakat.

(6). Eeseakatan Kerja Bersama (KKB) ini dibuat dalam
rangkap yang cukup dan 4 (empat) exemplar bermeterai
cukup dan dibagikan kepada pihak-pihak yang terkait.

k \ DIBUAT DI - MALANG
PADA TANGGAL : ([ JULI 2000

PIHAK KE _ II PIHAK I
AT R PIMPINAN PERUSAHAAN

PR. “Djagung Padi” Malang

PR. DJAGUNG PADI
ALANG

MUSTOFA HARNOWO . . = NAzrRUDDI

Mengetahui
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN TENAGA EKERJA
. KOTA MADYA MALANG
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